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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman, faktor penentu kepatuhan, dan persepsi pemilik usaha rumah kos terhadap sosialisasi pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019. Studi ini berfokus pada kawasan padat usaha kos di Kelurahan Sempaja Selatan. Subjek penelitian melibatkan delapan pemilik usaha dengan kapasitas lebih dari 10 kamar untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan pajak hotel sangat rendah. Analisis menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) mengungkap faktor penghambat utama, yaitu sikap negatif yang dibentuk oleh persepsi ketidakadilan dan beban usaha, kontrol perilaku yang rendah akibat kerumitan prosedur, serta lemahnya tekanan sosial untuk patuh. Pemerintah daerah dinilai gagal dalam menjalankan fungsi sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan. Studi mengenai kepatuhan pajak pada sektor rumah kos dari sudut pandang pelaku usaha masih terbatas, dan penelitian ini mencoba memahaminya melalui pendekatan fenomenologis.
Kata Kunci : Perspektif, Rumah Kos, Kepatuhan Pajak, Pajak Hotel, Fenomenologi.
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This study aims to analyze the level of understanding, determining factors of compliance, and perceptions of boarding house business owners regarding tax socialization based on Samarinda City Regional Regulation Number 9 of 2019. The study focuses on the densely populated boarding house business area in Sempaja Selatan Village. The research subjects involved eight business owners with a capacity of more than 10 rooms to explore their perspectives and experiences in depth. The research method used is qualitative with a phenomenological approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and contextual documentation. The results indicate that the understanding and compliance with hotel taxes are very low. Analysis using the Theory of Planned Behavior (TPB) reveals the main inhibiting factors: a negative attitude formed by perceptions of injustice and business burden, low perceived behavioral control due to procedural complexity, and weak social pressure to comply. The local government is considered to have failed in carrying out effective and sustainable socialization functions. Studies on tax compliance in the boarding house sector from the perspective of business owners are still limited, and this research attempts to understand it through a phenomenological approach.
Keywords: Perspective, Boarding House, Tax Compliance, Hotel Tax, Phenomenology.
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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc209955779][bookmark: _Toc221721232]Latar Belakang
Perkembangan usaha rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), sektor akomodasi termasuk rumah kos mengalami pertumbuhan rata-rata 5,2% per tahun di wilayah perkotaan Indonesia. Sebagai salah satu bentuk akomodasi yang banyak diminati, terutama di daerah perkotaan, rumah kos memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat fenomena permasalahan terkait pemahaman dan kepatuhan pemilik usaha rumah kos terhadap kewajiban perpajakan, yang menyebabkan pelaku usaha kos tidak mau membayar pajak 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), usaha rumah kos termasuk dalam kategori yang wajib dikenakan pajak. Namun, penelitian sebelumnya oleh. Cahya Susena et al., 2025 menunjukkan bahwa implementasi aturan ini di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama terkait pemahaman dan kesadaran para pemilik usaha.
Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran nyata tentang tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Proses analisis data dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan proses pengumpulan data. Setelah semua data dari hasil wawancara dibuat dalam transkrip data, kemudian peneliti melakukan interpretasi dengan mengidentifikasi berbagai kemungkinan tema sementara dari hasil wawancara berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh informan. (Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng & Joubert B. Maramis, 2022)
Seperti dikemukakan oleh Mardiasmo (2019), pemahaman yang baik tentang perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif.
[bookmark: _Toc209955780][bookmark: _Toc221721233]Rumusan Masalah
[bookmark: _Hlk160541309]Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan mengenai kewajiban pemungutan pajak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pemilik usaha rumah kos dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
3. Bagaimana persepsi pemilik usaha rumah kos terhadap peran pemerintah dalam sosialisasi perpajakan?
[bookmark: _Toc209955781][bookmark: _Toc221721234]Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos mengenai kewajiban perpajakan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan teori planned behavior (pereat)
3. Mengetahui persepsi pemilik usaha terhadap peran pemerintah dalam sosialisasi perpajakan

[bookmark: _Toc209955782][bookmark: _Toc221721235]Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini meliputi:
1. Bagi Pemilik Usaha: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan
2. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif
3. Bagi Akademisi: Menambah literatur tentang kepatuhan pajak di sektor usaha informal





2


2



[bookmark: _Toc221721236]
TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc221721237]Pengertian Pajak 
Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketetapan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa memberikan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan digunakan sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugas negara (Ginting & Irawan, 2022). 
Pajak juga diartikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan pemerintah kepada individu maupun badan hukum. Kontribusi ini bersifat legal dan telah diatur oleh hukum dengan tujuan untuk mendukung operasional pemerintah serta menyediakan pelayanan publik. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia di era modern ini, terutama sebagai instrumen utama penerimaan negara (Faruq et al., 2024). 
Selain itu, pajak merupakan pungutan wajib dari masyarakat untuk kas negara tanpa adanya imbalan secara langsung, yang selanjutnya digunakan pemerintah untuk keperluan negara, baik dalam menyediakan pelayanan publik maupun mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Secara ekonomi, pajak dapat diartikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan dilaksanakan secara sistematis oleh lembaga perpajakan negara (Mita Teresia, 2022).
[bookmark: _Toc221721238]Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam konsederan UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Daerah  yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak daerah merupakan  kontribusi  wajib  bagi  masyarakat  yang  tinggal  dalam  suatu  wilayah  tertentu. Pendapatan dari pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Beberapa peran penting pajak daerah dalam pembangunan  ekonomi  lokal  yaitu  Pendanaan  Infrastruktur,  Pemberdayaan  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Kualitas Sumber Daya  Manusia  (SDM),  dan  Stabilitas  Ekonomi.  Tingkat  urbanisasi  suatu  daerah  secara signifikan mempengaruhi efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, dan kebutuhan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti di daerah perkotaan, pengumpulanpajak cenderung lebih efektif karena adanya sistem administrasi yang lebih baik dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya membayar pajak. Sebaliknya, di daerah pedesaan, pengumpulan pajak sering kali menghadapi kendala seperti sulitnya menjangkau wajib pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  dana  pajak, seharusnya mempublikasikan laporan keuangan dan terapkan mekanisme pengawasan yang  efektif. Sebaiknya pemerintah lebih fokus mengalokasikandana pajak pada sektor-sektor  yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan,dan Kesehatan.  Selain  itu,  penting untuk mengevaluasi dan memonitoring secara  berkala terhadap  efektivitas  penggunaan  dana  pajak  untuk  memastikan  bahwa  dana  tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Romoaldus Smayuni Nai, 2024)
Pajak daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  adalah  kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  usaha  yang bersifat   memaksa   berdasarkan   Undang-Undang   dengan   tidak   mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya   kemakmuran   rakyat.   Adapun   yang   termasuk   jenis   pajak   daerah berdasarkan pasal 4 UU No. 1 Tahun 2022 yaitu: 
· Pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  provinsi,  terdiri  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan  opsen pajak MBLB; 
· Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2),  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  Pajak  Barang  dan  Jasa  Tertentu  (PBJT), Pajak  Reklame,  Pajak  Air  Tanah  (PAT),  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan  (PMBLB),  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Opsen  PKB  dan  Opsen BBNKB.
[bookmark: _Toc221721239]Fungsi Pajak 
Menurut Rochmat Soemitro, pajak memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi budgeter (anggaran), fungsi pengaturan, dan fungsi untuk mengatasi inflasi. Secara lebih umum, ada empat fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu: 
1. Fungsi Finansial (Budgeter): Pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan program-programnya. 
2. Fungsi Pengaturan (Regulerend): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi pada minuman keras bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang tersebut. 
3. Fungsi Stabilitas: Dengan adanya pajak, pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien. 
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.(Cahya Susena et al., 2025)
[bookmark: _Toc221721240]Jenis-jenis pajak 
Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: 
a. Menurut golongan pajak dikelompokan menjadi dua,yaitu:
1. Pajak langsung ialah pajak yang harus ditanggung sendiri bagi wajib pajak, tidak  dapat dialihkan  atau  dibebankan  kepada  orang  lain  seperti  halnya pada pajak penghasilan.
2. Pajak  tidak  langsung  ialah  pajak  yang  dapat  dibebankan  atau  dialihakan kepada   orang   lain.   Pajak   terjadi   pada   suatu   kegiatan,   atau   bahkan perbuatan  yang  dapat  menyebabkan  terutangnnya  pajak,  seperti  terjadi penyerahan barang atau jasa termasuk ke pajak pertambahan nilai (PPN).
b. Pajak menurut sifatnya :
1. Pajak  Subjektif  adalah  pajak  yang  pengenaanya  melihat  keadaan  pribadi wajib pajak yang merhatikan keadaan dan  kondisi (PPH)
2. Pajak  objektif  ialah  pajak  yang  dikenakan  dengan  memperhatikan  benda, perbuatan, atau objek-objek lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak  penjualan  atas  barang  mewah  (PPnBM),  serta  pajak  bumi  dan bangunan (PBB).
c. Menurut lembaga pemungutan pajak:
1. Pajak  pusat  ialah  pajak  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  pemerintah dan  dugunakan  untuk  keperluaran  negara  pada  umumnya,  seperti  Pajak Penghasilan,  Pajak  pertambahan  Nilai,  dan  Pajak  penjualan  atas  barang mewah. 
2. Pajak  daerah  yaitu  pajak  yang  dipungut  pemerintah  daerah  baik  pajak provinsi,ataupun pajak kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai daerah masing-masih, seperti pajak kendaraaan bermotor, pajak air tanah, pajak  hotel,  pajak retaurant  serta  Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan. (Rioni, 2020)
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a) Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menjelaskan bahwa ada empat macam sistem pemungutan pajak, yaitu: 
1. Official Assessment System: Sistem ini mengharuskan pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersikap pasif dan hanya menunggu keputusan fiskus yang berbentuk surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah utang pajak yang harus dibayar. 
2. Semi Self Assessment System: Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dan fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Di awal tahun pajak, wajib pajak memperkirakan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun tersebut dan melakukan pembayaran angsuran. Pada akhir tahun, fiskus akan menentukan berapa jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar berdasarkan laporan yang diberikan oleh wajib pajak. 
3. Self Assessment System: Dalam sistem ini, wajib pajak sepenuhnya bertanggung jawab untuk menghitung, mengajukan, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fiskus tidak terlibat dalam proses perhitungan pajak, kecuali jika wajib pajak melanggar aturan yang berlaku. 
4. Withholding System: Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang atas nama wajib pajak. Pihak ketiga tersebut kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong kepada fiskus. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif, karena fiskus hanya bertugas mengawasi pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak 
ketiga. (Cahya Susena et al., 2025)
b) Sistem Pajak Yang di Gunakan kos kosan
Dalam   upaya   meningkatkan   kepatuhan   pajak,   Direktorat   Jenderal   Pajak   (DJP)   telah menerapkan sistem self-assessment yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Namun, penerapan sistem  ini  belum  sepenuhnya  berhasil  karena  tingkat  kepatuhan  pajak  di  Indonesia  masih rendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. (Tantry DSA 2024)
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Peraturan perpajakan di Indonesia telah disusun dan diberlakukan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan masalah dan hambatan. Hal ini berdampak pada hasil penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Beberapa faktor yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan perpajakan akan dijelaskan secara umum di bawah ini. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, manfaatnya, dan sanksi yang akan diterima jika kewajiban pajak diabaikan. Selain itu, tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih rendah, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pendaftaran, cara menghitung, dan melaporkan objek pajak yang mereka miliki. Masalah ekonomi juga turut berperan, di mana sebagian wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak. Selain itu, masalah lain adalah kurangnya kualitas database perpajakan yang masih jauh dari standar internasional. 
Padahal, database yang akurat sangat penting untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak melalui sistem self-assessment. Kurangnya database yang lengkap membuat riset mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi sulit, dan ini juga mempengaruhi penegakan hukum serta efektivitas pemeriksaan pajak. Selain itu, ada juga persepsi negatif di kalangan masyarakat tentang penggunaan pajak, di mana sebagian wajib pajak merasa bahwa membayar pajak tidak akan memberikan manfaat, karena mereka percaya bahwa pajak tersebut akan digunakan secara boros atau bahkan diselewengkan oleh oknum di dalam institusi perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan selisih yang semakin besar antara pajak yang dibayar dan yang seharusnya dibayar. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah, karena mereka lebih hati-hati dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, penerapan tarif pajak yang tinggi juga menjadi kendala, karena dianggap memberatkan wajib pajak. Kendala lain yang dihadapi dalam sistem perpajakan adalah ketidakselarasan antara peraturan pelaksanaan dengan undang-undang yang telah disahkan. Selain itu, terdapat banyak pungutan resmi dan tidak resmi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang membebani masyarakat. Masalah lainnya adalah lemahnya penegakan hukum, serta adanya birokrasi yang rumit. Jika semua hal tersebut diatasi dengan baik, seharusnya dapat mendukung tercapainya good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perlawanan terhadap pajak juga menjadi hambatan dalam upaya pemungutan pajak. (Cahya Susena et al., 2025)
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Kesadaran  perpajakan  adalah  kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi   kepada   negara   yang   menunjang pembangunan  negara.  Kesadaran  wajib  pajak berkonsekuensi  logis  untuk  wajib  pajak,  yaitu kerelaan  wajib  pajak  memberikan  kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  tepat jumlah (Subarkah dan Dewi 2017). Menurut Mahfud, arfan dan Abdullah (2017) Kesadaran Wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajiban perpajakan     secara     tidak     langsung     ikut berpartisipasi  dalam  menunjang  pembangunan negara. (Rinny.M et al., 2022)
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Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975). Teori ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Asumsi dasar dari Theory of Planned Behavior (TPB) ialah manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis (Saputra, 2019) Menurut Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior, perilaku (behavior) yang ditunjukkan/dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh niat dari dalam dirinya (intention to comply) yang merupakan variabel mediasi, serta kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control).  Selain dapat mempengaruhi perilaku secara langsung, kontrol perilaku persepsian bersama dua variabel lain yaitu sikap (attitude towards behavior) dan norma subjektif (subjective norms) juga berpengaruh terhadap perilaku secara tidak langsung melalui variabel niat berperilaku. Kontrol perilaku persepsian merupakan variabel baru yang tidak terdapat dalam Theory of Reasoned Action. Niat berperilaku adalah elemen penting dalam Theory of Planned Behavior. Niat merupakan hal yang diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku. Semakin kuat niat seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan (Ajzen, 1991). Dalam Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975), niat bahkan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku. (MSS Anugrah, P Fitriandi. 2022)
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Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan suatu perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan semua hak dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Istiqomah & Zifi, 2021). 
Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat-syarat, antara lain; menyampaikan SPT tepat waktu; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan jangka waktu 5 tahun terakhir (Kementerian Keuangan, 2007). Dalam penelitian ini, kepatuhan pajak diukur dengan 2 dimensi, yaitu 
1) kepatuhan pajak formal dengan 2 indikator, dan 
2) kepatuhan pajak material dengan 2 indikator, sehingga total ada 4 indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak (Ramadhan & Tarmidi, 2024)
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) dalam Hermansyah dkk (2009) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Robbins (2003), menyatakan bahwa persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individuindividu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Menurut Schiffman and Kanuk (1994) dalam Hermansyah dkk (2009), persepsi merupakan salah satu faktor psikologis selain motivasi, belajar kepribadian dan sikap. Persepsi sendiri merupakan proses memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan stimuli ke dalam gambaran yang mempunyai arti dan masuk akal sehingga dapat dimengerti. Persepsi timbul karena adanya stimuli dari luar yang akan menekan syaraf sensorik seseorang dan melalui panca indera, stimulus tersebut diseleksi, diorganisir oleh setiap konsumen dengan cara tersendiri. Menurut Robin (1996) dalam Djasmoredjo (2004), mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang digunakan individu-individu untuk mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensori mereka supaya member makna terhadap lingkungannya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, persepsi memang merupakan pandangan dari dalam diri individu terhadap sesuatu berdasarkan faktor eksternal. Secara sadar maupun tidak sadar, persepsi seseorang akan mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh seseorang. Persepsi muncul akibat faktorfaktor yang masuk ke dalam psikologis individu dan akan merasuk di dalam pikiran individu tersebut. Inilah yang menyebabkan persepsi mampu mempengaruhi tindakan individu. (Sari, 2020)
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Menurut  Wardani dan  Wati  (2018)  Sosialisasi  perpajakan  merupakan  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  memperluas  wawasan  dan pemahaman wajib pajak. Dimana indikator dalam sosialisasi perpajakan melalui pelaksanaan sosialisasi, media dalam sosialisasi, dan peranan sosialisasi. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, informasi dan penguatan kepada masyarakat luas khususnya wajib pajak  terkait perpajakan dan peraturan perundang-undangan  (Dharma,  2014).
Pasal  2  dan  3  No.  3  Tahun  2013  pada  Peraturan Direktorat  Jenderal  Pajak  tentang  penyuluhan  perpajakan,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan  dibidang  perpajakan  serta  dapat  mengubah perilaku wajib pajak agar lebih sadar akan hak dan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. (Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, 2023)
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Usaha rumah kos merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam penyediaan hunian sementara bagi masyarakat. Umumnya, usaha ini menyasar pendatang dari luar desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang membutuhkan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang relatif terjangkau. Seiring waktu, jenis dan bentuk rumah kos mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat ini, pilihan rumah kos sangat beragam, mulai dari yang sederhana dengan harga sewa rendah hingga yang eksklusif dengan fasilitas lengkap dan harga sewa tinggi. Keberagaman tersebut memungkinkan calon penyewa menyesuaikan tempat tinggal dengan kemampuan finansial masing-masing. Adapun sistem pembayaran pun berbeda-beda, ada yang menerapkan pembayaran bulanan hingga tahunan.(Rustam, Rasulong, et al., 2021)
Perkembangan rumah kos yang begitu pesat tidak hanya menunjukkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi juga memperlihatkan potensi ekonomi yang besar. Dalam konteks ini, usaha rumah kos tidak sekadar berfungsi sosial sebagai penyedia hunian, melainkan juga memiliki nilai strategis dalam menambah penerimaan daerah melalui sektor perpajakan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami keterkaitan pajak - pajak antara usaha rumah kos dengan pajak daerah yang berlaku, serta ada beberapa golongan usaha rumah kos.
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Dalam sistem perpajakan daerah, usaha rumah kos dikategorikan sebagai jasa penginapan yang memiliki karakteristik serupa dengan hotel, sehingga dapat dikenai pajak dengan ketentuan yang hampir sama. Pajak tersebut dikenakan atas berbagai layanan yang diberikan oleh pengelola, baik berupa jasa utama seperti penyediaan kamar, maupun fasilitas tambahan yang meningkatkan kenyamanan penghuni, misalnya kebersihan, hiburan, atau sarana olahraga. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai wujud pemerataan beban pajak di antara pelaku usaha jasa penginapan.
Dalam pelaksanaannya, pihak yang menyewa kamar kos — baik individu maupun badan — menjadi subjek pajak, sementara pengelola rumah kos bertindak sebagai wajib pajak yang berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Dengan adanya ketentuan ini, peran usaha rumah kos menjadi lebih jelas, yakni tidak hanya sebagai penyedia hunian sementara, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.(Rustam, Rasulong, et al., 2021)
Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dijelaskan bagaimana posisi rumah kos ditetapkan sebagai objek pajak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rumah kos termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas sewa rumah dan/atau bangunan, atau dapat pula digolongkan sebagai objek Pajak Hotel tergantung pada pengaturan di masing-masing daerah.
Sebagai implementasinya, Pemerintah Kota Samarinda mengatur hal tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa rumah kos, losmen, wisma, dan sejenisnya yang memiliki lebih dari sepuluh kamar dikenakan pajak hotel. Objek pajak mencakup seluruh layanan yang disediakan oleh rumah kos, termasuk fasilitas penunjang seperti keamanan, kebersihan, serta penggunaan ruang bersama. Sementara itu, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan penginapan, dan pengelola rumah kos ditetapkan sebagai wajib pajak.
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan usaha rumah kos karena dianggap memiliki potensi pajak yang cukup besar. Penetapan rumah kos sebagai objek pajak juga menjadi dasar hukum yang memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan usaha sewa kamar, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan pajak daerah.
Untuk melihat sejauh mana potensi tersebut dapat dikembangkan, perlu diketahui pula bagaimana usaha rumah kos diklasifikasikan berdasarkan skala dan sistem pengelolaannya.
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Berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), usaha rumah kos di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan skala operasionalnya. Pertama, kos sederhana, yaitu rumah kos dengan kapasitas kurang dari 10 kamar yang umumnya dikelola secara perorangan dengan fasilitas terbatas. Kedua, kos menengah, yaitu rumah kos dengan kapasitas antara 10 hingga 30 kamar, biasanya telah memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur dan menyediakan fasilitas tambahan seperti area bersama, sistem keamanan, dan layanan kebersihan. Ketiga, apartemen kos, yaitu rumah kos dengan kapasitas lebih dari 30 kamar yang dikelola secara profesional dan menawarkan fasilitas lengkap layaknya apartemen.
Klasifikasi ini menggambarkan bahwa usaha rumah kos di Indonesia terus berkembang, baik dari segi jumlah maupun kualitas pengelolaannya. Semakin besar skala usaha, semakin tinggi pula potensi kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah. Di kota-kota besar seperti Samarinda, di mana mobilitas penduduk tergolong tinggi, keberadaan usaha rumah kos sangat membantu dalam penyediaan hunian sementara sekaligus memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme pajak hotel kategori rumah kos. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara usaha rumah kos, klasifikasinya, dan kewajiban perpajakan daerah membentuk satu kesatuan sistem ekonomi yang saling mendukung dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah
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Pemungutan pajak rumah kos di Kota Samarinda memiliki landasan hukum yang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa definisi hotel meliputi rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh. Dengan demikian, rumah kos baru dikenakan kewajiban pajak apabila memiliki minimal 11 kamar. Lebih lanjut, Perda ini menetapkan tarif pajak berbeda berdasarkan jumlah kamar, yaitu:
1. 5% untuk rumah kos dengan 11–20 kamar,
2. 7% untuk rumah kos dengan lebih dari 20 kamar,
3. tarif maksimal pajak hotel sebesar 10%.
Aturan ini menegaskan bahwa rumah kos skala kecil dengan kurang dari 11 kamar dikecualikan dari objek pajak, sementara rumah kos dengan kapasitas menengah hingga besar diperlakukan sama dengan hotel sebagai objek pajak daerah. Landasan hukum ini memiliki implikasi penting, karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha rumah kos terkait kewajiban perpajakan.
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1. Andi Rustam, Ismail Rasulong, Indri Nursyafirah (2021) 
Dengan judul ”perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota makassar” Berdasarkan studi terdahulu di Kota Makassar, rendahnya pemahaman pajak dan tarif yang dianggap memberatkan menjadi penyebab utama penghindaran pajak oleh pemilik kos. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu mengidentifikasi perspektif pemilik usaha kos sebagai akar masalah ketidakpatuhan pajak. Namun, perbedaan utamanya adalah konteks lokasi dan fokus analisis. Penelitian ini dilakukan sebagai respons atas fenomena nyata di lapangan, yaitu masih banyaknya pemilik kos di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, yang belum dan tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji temuan dari Makassar, tetapi secara khusus dirancang untuk mendiagnosis penyebab ketidakpatuhan tersebut dengan menyelami perspektif para pemilik kos, guna menemukan solusi yang kontekstual bagi permasalahan pemungutan pajak daerah di wilayah ini. (Rustam, Rasulong, et al., 2021)
2. Vigo Satrioa, Ridfa Chairanib, Rousdy Safari Tambac, Novi Suryanid (2022)
Dengan judul “Studi Kepustakaan Tingkat Pemahaman Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Pajak Hotel”  Penelitian sebelumnya yang murni studi kepustakaan telah mengidentifikasi tiga masalah utama mengenai pemahaman pajak rumah kos, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah, ketidakadilan tarif 10%, dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Persamaan penelitian saya dengan studi terdahulu terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu menganalisis tingkat pemahaman pemilik rumah kos terhadap kewajiban perpajakan mereka. Namun, perbedaan mendasarnya ada pada pendekatan metodologi - sementara penelitian sebelumnya hanya mengandanalisis data sekunder dari literatur, penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan para pemilik rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan untuk mendapatkan data primer yang aktual dan kontekstual. (Satrio et al., 2022)
3. Ferry Aziz Dwi Priyambodo (2021)
Dengan judul “Pemungutan pajak dari sektor rumah kos menurut peraturan daerah kota surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah ”  Penelitian sebelumnya di Kota Surabaya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada analisis aspek hukum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak rumah kos. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada objek material yang sama, yaitu kebijakan pemungutan pajak pada sektor rumah kos. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada pendekatan dan fokus penelitian - sementara penelitian di Surabaya menganalisis aspek legal formal peraturan perundang-undangan, penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk menyelami perspektif dan pemahaman langsung dari pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian saya melengkapi kekosongan akademik dengan memberikan perspektif bottom-up dari pelaku usaha sebagai subjek yang langsung terkena dampak kebijakan perpajakan daerah. (Priyambodo, 2021)
4. Wardah Yahya, Syifa Maharani, Nur Athif Amanullah, Mochammad Hizba Syahriandro (2024)
Dengan judul " Analisis Pemahaman Pengusaha Muslim Terhadap Prinsip-Prinsip Bisnis Islam Menggunakan Pendekatan Fenomenologi Kualitatif".Penelitian sebelumnya ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk menggali secara mendalam pengalaman subjektif, persepsi, dan pemahaman para pengusaha Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam (seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kebebasan riba) dalam praktik bisnis sehari-hari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada penggunaan metode kualitatif yang berfokus untuk memahami perspektif mendalam dari pelaku usaha (pengusaha) sebagai subjek utama. Keduanya bertujuan mengungkap makna di balik perilaku dan keputusan mereka dalam konteks norma atau regulasi tertentu (prinsip Islam vs. peraturan perpajakan). Perbedaan yang mendasar terletak pada objek fokus kajiannya. Sementara penelitian terdahulu mengeksplorasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama (prinsip bisnis Islam) sebagai kerangka normatif internal, penelitian saya berfokus pada pemahaman dan persepsi pemilik usaha rumah kos terhadap kerangka regulasi eksternal, yaitu kebijakan perpajakan daerah (Pajak Hotel). Dengan demikian, penelitian saya akan melengkapi khazanah penelitian kualitatif di bidang ekonomi dengan beralih dari eksplorasi nilai-nilai religius ke ranah kepatuhan terhadap kebijakan fiskal negara, namun tetap menggunakan lensa yang sama untuk memahami sudut pandang pelaku usaha. (Yahya et al., 2024)
5. Ika Prayanthi, Joubert Barens Maramis, David Paul Elia Saerang, Lucky Otto Herman Dotulong, Djurwati Soepeno (2022)
Dengan judul " Fenomenologi: Makna Pengelolaan Keuangan Versi Keluarga Akademisi Akuntansi".Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk mengeksplorasi makna mendalam, pengalaman subjektif, dan perilaku nyata dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Fokus penelitian adalah pada keluarga di mana salah satu atau kedua pasangan merupakan akademisi dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Studi ini berhasil mengidentifikasi tiga tema utama: "Pengelolaan Keuangan 1 Hati" (keterlibatan, kesepakatan, dan transparansi bersama), "Aspek Transendental" (alokasi keuangan untuk nilai-nilai spiritual seperti perpuluhan dan sedekah), dan "Skala Prioritas" (komitmen pada kebutuhan utama). Persamaan yang sangat kuat antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada metodologi penelitian kualitatif fenomenologis yang sama-sama bertujuan menggali makna, persepsi, dan pengalaman hidup subjek penelitian secara mendalam. Keduanya berupaha memahami alasan di balik perilaku subjek (dalam hal keuangan keluarga atau kepatuhan pajak) yang tidak dapat sepenuhnya diukur dengan data kuantitatif. Perbedaan mendasar terdapat pada konteks dan unit analisis. Penelitian terdahulu berfokus pada unit keluarga dengan konteks pengelolaan keuangan pribadi yang dipengaruhi nilai-nilai spiritual dan profesional. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada unit usaha (rumah kos) dengan konteks kepatuhan terhadap regulasi eksternal (perpajakan daerah). Dengan demikian, penelitian saya akan mengaplikasikan kekuatan pendekatan fenomenologi dari ranah privat ke ranah bisnis mikro, untuk memahami secara holistik perspektif pemilik usaha sebagai wajib pajak. (Prayanthi et al., 2022)

[bookmark: _Toc221721254]Kerangka Pikir
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[bookmark: _Toc211437864]Gambar 2.1, Kerangka Berpikir


[bookmark: _Toc209955804][bookmark: _Toc221721255]
METODE PENELITIAN

[bookmark: _Toc209955805][bookmark: _Toc221721256]  Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui sudut pandang pemilik usaha rumah kos terhadap pemungutan pajak rumah kos di Kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Sempaja Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman dan pandangan informan secara subjektif dalam situasi yang alami tanpa dimaksudkan untuk generalisasi. Dan Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam tentang  perspektif dan pemahaman pemilik rumah kos terhadap kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada usaha rumah kos. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, motivasi, dan persepsi dari informan secara komprehensif. 
Berangkat dari penjelasan tersebut maka peneliti berpikir menggunakan metode fenomenologi dirasa tepat untuk mencari dan memahami tindakan serta kebiasaan yang dilakukan para informan dalam kaitannya dengan memahami kepatuhan pajak dalam filosofi hidup mereka. Fenomenologi sendiri memiliki empat karakteristik yaitu deskripsi, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Keempatnya dijabarkan sebagai berikut :


1. Deskripsi 
Fenomenologi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang muncul seperti emosi, pikiran dan tindakan sebagaimana bentuknya. Ini berarti tidak diperlukan pengandaian dalam menggambarkan sesuatu karena tujuannya sendiri adalah menyelidiki sebagaimana adanya. 
2. Reduksi 
Dalam proses reduksi diartikan di mana asumsi dan prasangka mengenai fenomena ditempatkan dalam bracketing demi memastikan bahwa asumsi atau prasangka tidak akan mencemari deskripsi dari pengamatan sehingga dapat dipastikan bahwa bentuk deskripsi sebagai the things themselves. 
3. Esensi
Esensi sendiri diartikan sebagai makna inti dari pengalaman individu mengenai fenomena sebagaimana adanya. Dalam proses pencarian esensi ini, tema ataupun berbagai hubungan esensial yang ada dalam fenomena melibatkan eksplorasi fenomena dengan memakai proses imajinasi secara bebas, intuisi dan refleksi demi menemukan apakah suatu karakteristik tertentu merupakan esensi penting.
4. Intensionalitas
Untuk mengungkapkan intensionalitas, fenomenologi menggunakan dua konsep yakni noema dan noesis. Intensionalitas menunjuk pada korelasi antara noema dan noesis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Noema merupakan pernyataan objektif dari perilaku atau pengalaman sebagai realitas, sedangkan noesis sebagai refleksi subjektif atau kesadaran dari pernyataan objektif tersebut. Interrelasi antara kesadaran dengan realitas inilah yang disebut sebagai intensionalitas. 
[bookmark: _Toc209955806][bookmark: _Toc221721257]Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki banyak usaha rumah kos aktif yang beroperasi dan memiliki potensi untuk dikenakan pajak. Penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu pada bulan November 2025 hingga Januari 2026.
[bookmark: _Toc209955807][bookmark: _Toc221721258]Subjek dan Informan Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pemilik rumah kos yang aktif mengelola usaha kos diatas 10 kamar yang disewakan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.
[bookmark: _Toc209955808][bookmark: _Toc221721259]Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) : 
Wawancara Mendalam Dalam melakukan wawancara, peneliti akan bertemu secara langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan berdasarkan panduan yang tersedia pada Lampiran 1. Dibuatnya pedoman wawancara dimaksudkan agar jalannya wawancara lebih terarah, selama mengumpulkan data, dan peneliti meminta teman untuk mengetik menggunakan handphone di sebelah saat dilakukan wawancara mendalam melalui pengajuan pertanyaan terstruktur, ini dimaksudkan agar peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan mendengarkan ide-ide dari informan yang akan menyoroti topik secara lebih mendalam. Tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sudut pandang atau prespektif pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan pajak yang dapat mendorong kepatuhan pajak. Pada saat melakukan wawancara, peneliti meminta teman untuk mengetik menggunakan handphone di sebelah saat dilakukan wawancara untuk membantu merekam apa saja yang di katakan dari pembicaraan. Wawancara dilakukan dalam durasi 15 – 30 menit. Selanjutnya, peneliti akan melakukan transkrip wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus pada penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan pada informan jika data yang dibutuhkan masih kurang atau diragukan maka peneliti akan menanyakan kembali pada sumber yang sama maupun yang baru untuk memperoleh data yang tuntas. 
2. Observasi Langsung : 
Peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan fisik rumah kos, sistem pengelolaan, dan interaksi antara pemilik dan penyewa.
3. Dokumentasi (Non-Administratif dan Kontekstual) :
Dokumentasi dalam penelitian ini tidak berfokus pada dokumen administratif perpajakan, melainkan pada data pendukung seperti bukti bangunan kos kosan, yang bersifat kontekstual dan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada perspektif, pemahaman, dan pengalaman subjektif informan, sehingga data utama diperoleh melalui wawancara mendalam, bukan melalui verifikasi dokumen keuangan atau administratif.
[bookmark: _Toc209955809][bookmark: _Toc221721260]Teknik Analisis Data
Data dianalisis menggunakan model interaktif dari (Miles & Huberman, 1994), yang terdiri atas:
1. Reduksi Data: Memilah, menyederhanakan, dan merangkum data dari hasil wawancara dan observasi.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk naratif atau matriks untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan: Membuat interpretasi terhadap temuan data serta menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis.
[bookmark: _Toc209955810][bookmark: _Toc221721261]Kebahasaan Data
Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan:
· Triangulasi Sumber: Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yakni dengan memeriksa keabsahan data melalui beberapa informan. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya, peneliti melampirkan pada lampiran 10.
· Member Check: Mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan.
· Peer Debriefing: Melibatkan pihak ketiga (rekan sejawat) untuk mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap proses analisis data.
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[bookmark: _Toc221721262]
HASIL DAN PEMBAHASAN

[bookmark: _Toc221721263]Gambaran Umum Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda selama 3 bulan (November 2025 hingga Januari 2026). Saya memilih lokasi ini secara sengaja (purposive sampling) karena berdasarkan observasi awal, daerah ini memiliki konsentrasi usaha rumah kos yang padat dan aktif beroperasi.
Deskripsi fenomena yang saya amati selama observasi: Kawasan ini merupakan daerah yang dekat dengan kampus dan perkantoran, sehingga banyak mahasiswa dan pekerja yang tinggal di kos-kosan. Usaha rumah kos di sini sangat beragam, mulai dari yang dikelola perorangan sampai dikelola pihak lain. Saya melihat kondisi fisik bangunan juga bervariasi, ada yang sederhana hanya kamar saja, ada yang sudah seperti apartemen dengan fasilitas lengkap.
[bookmark: _Toc221721264]Karakteristik Informan Penelitian
Saya menggunakan teknik purposive sampling dan mendapatkan 8 informan dengan kriteria: pemilik rumah kos aktif dengan di atas 10 kamar yang disewakan sesuai. Untuk menjaga kerahasiaan identitas sesuai etika penelitian, semua nama diganti dengan inisial.
[bookmark: _Toc221721265]Informan Pertama (BA)
BA merupakan pemilik rumah kos dengan jumlah 12 kamar yang pada awalnya tidak dirancang khusus sebagai usaha kos. Usaha ini dijalankan sebagai tambahan penghasilan dengan tingkat hunian yang tidak menentu, berkisar antara 8–9 kamar terisi dan terkadang mengalami kekosongan. BA memahami kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun memiliki pengalaman terbatas terkait pajak rumah kos karena pemungutannya tidak konsisten. Ia menilai pajak kos cenderung memberatkan dan menekankan pentingnya keadilan serta kesesuaian pajak dengan jumlah penghuni yang ada.
[bookmark: _Toc221721266]Informan Kedua (IB)
IB adalah pemilik rumah kos dengan 22 kamar yang menjadi sumber penghasilan utama setelah memasuki masa pensiun. Tingkat hunian relatif stabil, dengan rata-rata 19–21 kamar terisi setiap bulan. Selama ini IB hanya mengetahui dan membayar PBB serta belum pernah menerima sosialisasi terkait pajak rumah kos. IB memandang pajak sebagai kewajiban warga negara yang wajar apabila telah ditetapkan secara resmi, namun menekankan perlunya penjelasan yang jelas dan sosialisasi yang merata kepada pemilik kos.
[bookmark: _Toc221721267]Informan Ketiga (IK)
IK merupakan pemilik rumah kos dengan total 14 kamar yang telah beroperasi sejak tahun 2011. IK memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak rumah kos karena bekerja di lingkungan pemerintahan. Ia memahami bahwa mekanisme pemungutan pajak didasarkan pada perhitungan tertentu oleh pemerintah. Namun demikian, IK menilai bahwa penggolongan rumah kos sebagai objek pajak hotel kurang tepat, khususnya untuk kos yang menyasar mahasiswa. Ia menekankan perlunya penyesuaian tarif pajak dengan tingkat hunian dan kondisi lingkungan.
[bookmark: _Toc221721268]Informan Keempat (BP7)
BP7 adalah pemilik rumah kos berskala besar dengan sekitar 60 kamar dan tingkat hunian rata-rata sekitar 40-50 Kamar. Selama ini BP7 hanya mengetahui kewajiban PBB dan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait pajak rumah kos. Meskipun demikian, BP7 tidak menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pajak selama mekanisme dan prosedurnya jelas. Ia menilai bahwa kendala utama terletak pada birokrasi dan proses administrasi yang dinilai rumit.
[bookmark: _Toc221721269]Informan Kelima (BR1)
BR1 mengelola rumah kos dengan sekitar 50 kamar sejak tahun 2013. Ia pernah mengalami penerapan pajak rumah kos pada beberapa tahun sebelumnya dan menilai pajak tersebut sebagai kewajiban yang wajar. Namun, BR1 mengakui adanya kesulitan dalam aspek administratif, terutama dalam pelaporan. Ia menekankan perlunya sistem pembayaran yang lebih sederhana dan sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah.
[bookmark: _Toc221721270]Informan Keenam (BG)
BG merupakan pensiunan guru yang membangun usaha rumah kos secara bertahap hingga memiliki sekitar 40 kamar. BG memandang pajak sebagai kewajiban warga negara, namun menilai perlunya pengelompokan usaha kos berdasarkan skala dan kemampuan pemilik. Ia menyoroti potensi kendala dalam pelaporan pajak akibat fluktuasi tingkat hunian. BG juga menekankan pentingnya sosialisasi melalui RT agar pemilik kos memperoleh pemahaman yang sama.
[bookmark: _Toc221721271]Informan Ketujuh (IBK)
IBK mengelola rumah kos dengan 11 kamar yang menyatu dengan rumah tinggal dan mulai beroperasi sejak tahun 2024. Selama ini IBK hanya mengetahui kewajiban PBB dan belum pernah mendapatkan penjelasan khusus terkait pajak rumah kos. Ia menilai pajak kos berpotensi menjadi beban bagi usaha kos kecil, namun tetap bersedia mematuhinya apabila aturan diterapkan secara jelas dan adil. IBK menekankan pentingnya sosialisasi dan pendataan yang merata.
[bookmark: _Toc221721272]Informan Kedelapan (IS)
IS merupakan pemilik rumah kos berskala besar dengan total sekitar 300 kamar yang tersebar di beberapa lokasi dan dilokasi penelitian ada 20 Kamar, dan IS telah menjalankan usaha sejak tahun 1995. IS memiliki kesadaran pajak yang tinggi dan secara rutin membayar pajak rumah kos. Ia memandang pajak sebagai kewajiban yang wajar, namun menyoroti kurangnya sosialisasi serta pentingnya transparansi manfaat pajak, khususnya dalam bentuk perbaikan fasilitas lingkungan. IS mengusulkan agar pajak rumah kos digabung dengan PBB untuk mempermudah mekanisme pembayaran.


[bookmark: _Toc221721273]Keseluruhan Informan
	Nomor
	Inisial
	Jumlah Kamar
	Tingkat Hunian

	[bookmark: _Hlk221704558]1
	BA
	12 kamar
	8-9 Kamar

	2
	IB
	22 kamar
	19-21 Kamar

	3
	IK
	14 kamar
	11-13 Kamar

	4
	BP7
	60 kamar
	40-50 Kamar

	5
	BR1
	50 kamar
	50 Kamar

	6
	BG
	40 kamar
	35 Kamar

	7
	IBK
	11 kamar
	11 Kamar

	8
	IS
	300 kamar (Lokasi Peneliti 20 Kamar)
	20 Kamar


[bookmark: _Toc221718869]Tabel 4.1.Data Informan Penelitian
Saya mendapat 8 pemilik kos dengan kriteria: punya minimal 11 kamar sesuai dengan peraturan daerah kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel dan masih aktif usaha. Untuk menjaga privasi, saya ganti nama mereka dengan inisial yang lebih mudah diingat:
Proses wawancara: Setiap wawancara berlangsung 15-30 menit, dilakukan di tempat usaha masing-masing informan. Saya menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yang memungkinkan penjelasan mendalam. Semua wawancara saya meminta teman saya mengetik dengan mobile phone dengan izin informan untuk keperluan transkripsi.
[bookmark: _Toc221721274]Analisis Data dengan Pendekatan Fenomenologi
Analisis data dilakukan secara fenomenologis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian. Proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994). 
[bookmark: _Toc221721275]Fenomena Ketidaktahuan dan Keragaman Pemahaman terhadap Kewajiban Perpajakan
Temuan penelitian menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat beragam di kalangan pemilik usaha, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: Tidak Paham Sama Sekali, Samar/Ambigu, dan Paham Sepenuhnya.
a) Fenomena Ketidaktahuan Total
informan (3 dari 8) berada dalam kondisi ketidaktahuan menyeluruh mengenai eksistensi Perda No. 9 Tahun 2019. Bagi mereka, kewajiban pajak khusus bagi rumah kos tidak pernah dialami.
· IB secara tegas menyatakan: 
"Sejujurnya, sampai sekarang kami belum pernah mendapatkan informasi mengenai peraturan tersebut. Tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah kepada kami terkait aturan pajak rumah kos." (6B)
Pernyataan ini menunjukkan pengalaman mereka yang sama sekali tidak mendapat informasi.
· BP7 mengonfirmasi fenomena serupa: 
"Sejujurnya saya belum mengetahui adanya peraturan tersebut." (D6) 
Pemahaman mereka terbatas hanya pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
· IBK mengungkapkan: 
[bookmark: _Hlk221539212]"Saya baru tahu dari penjelasan seperti ini. Sebelumnya belum pernah mendapat informasi soal aturan itu." (6G)
Aturan pajak kos baru diketahui setelah ada penjelasan dari peneliti.
Secara esensial, bagi kelompok ini, "kewajiban pajak rumah kos" sebagai sebuah noema (objek kesadaran) tidak eksis. Yang ada hanyalah PBB sebagai kewajiban umum.
b) Fenomena Samar/Ambigu
3 informan mengalami kesadaran yang tidak jelas dan terputus-putus, membentuk pengalaman yang ambigu.
· BA mengingat sebuah interaksi masa lalu yang tidak tuntas: 
"Dulu pernah juga ada pajak rumah kos selama sekitar 2-3 tahun lalu di informasikan. Tapi dua tahun terakhir ini tidak ada lagi pemungutan pajak kos. Pernah mau bayar, tapi tidak ada pemberitahuan lagi dari pendapatan daerah." (4A)
 Pengalamannya merupakan fenomena yang muncul lalu menghilang, menciptakan ketidakkonsistenan pemerintah.
· BR1 memiliki memori tentang implementasi yang bersifat sementara: 
"Dulu pernah ada pajak rumah kos yang dikenakan sekitar tujuh persen. Tapi sekarang pajak tersebut ndk ada lagi... Tapi beberapa tahun terakhir udah tidak ada." (4E)
Bagi BR1, pengalaman masa lalu itu telah berubah statusnya dari "ada" menjadi "tidak ada lagi", membentuk kesimpulan subjektif bahwa kewajiban tersebut telah berakhir.
· BG menyimpan ingatan akan sebuah wacana yang tidak terwujud: 
"Sekitar 6 tahun lalu pernah ada pembahasan mengenai pajak rumah kos. Saat itu para pemilik kos dikumpulkan bersama pihak dewan, tetapi kebijakan tersebut belum benar-benar terealisasi sampai sekarang." (4F)
Kenyataan yang di alami adalah proses, BG punya ingatan tentang pajak kos, tapi ingatan itu tidak jelas dan membuat bingung apakah masih berlaku.
c) Fenomena Kesadaran Penuh dan Kepatuhan Aktif
Hanya 2 informan yang menunjukkan kesadaran penuh dan telah melaksanakannya dalam perilaku.
· IK memiliki kesadaran yang jelas karena posisinya di dalam pekerjaan: 
"Saya mengetahui peraturan tersebut karena saya bekerja di lingkungan pemerintahan kota, bahkan di Bapenda." (6C)
Akses informasi ini membentuk kesadarannya yang berbeda dari informan lain.
· IS merupakan fenomena unik: kesadaran dan kepatuhan yang berasal dari inisiatif personal dan nilai pribadi. Ia menyatakan: 
"Iya, saya tahu. Saya sudah lama membayar pajak kos, sekitar 7%, dan dibayarkan secara rutin setiap bulan. Setahu saya, tidak semua pemilik kos membayar, tapi saya memilih patuh." (6H) 
Bagi IS, membayar pajak adalah noesis (kesadaran subjektif) tentang kewajiban moral dan warga negara, yang mengarahkannya pada tindakan patuh meski berada di tengah lingkungan sebaliknya.
Temuan Kunci: Rentang kesadaran ini menunjukkan bahwa pengalaman komunikasi pemilik rumah kos dengan otoritas pajak (noema) memengaruhi pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan (noesis). Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan menyebabkan pemahaman pajak belum terbentuk secara optimal.
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Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman subjektif informan, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dapat dikelompokkan ke dalam konsep Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), sehingga terlihat bagaimana makna terbentuk dan dijadikan dasar dalam bertindak.
a) Sikap terhadap Perilaku (Attitude towards Behaviour): Pembentukan Makna “Ketidakadilan” dan “Beban” 
Sikap informan menunjukkan kecenderungan pemaknaan negatif terhadap kewajiban pajak yang dinilai sebagai beban yang tidak adil.
· Pemikiran akan Ketidakpastian Ekonomi: Bagi banyak informan, penghasilan usaha yang fluktuatif menjadi latar belakang utama dalam memaknai pajak. 
BA dengan jelas menghubungkan keduanya: 
"Sebenarnya itu memberatkan ya jadinya membebankan, karena penghasilan kos tidak menentu. Kadang penuh, kadang kosong." (10A)
Pajak dimaknai sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi yang tidak stabil.
· Pemaknaan “Ketidakadilan” yang Beragam: Isu keadilan menjadi tema sentral yang mencakup dua aspek utama, yakni ketidakmerataan penerapan kebijakan dan tidak adanya manfaat yang diterima secara langsung.
BA mempersepsikan ketidakmerataan: 
"saya liat petugas ini hanya sekedar datang tapi tidak melihat semua kos kosan. Ada kos yang dipajak, ada yang tidak." (18A)
Sementara IK dan IS mengkritik fenomena timbal balik, menghubungkan pajak dengan buruknya fasilitas publik seperti banjir. Bagi mereka, membayar pajak adalah relasi timbal balik yang gagal.
· Penolakan terhadap Penggolongan: Penyamaan yang Dianggap Tidak tepat. Beberapa informan mempertanyakan dasar penggolongan usaha rumah kos.
IK berargumen berdasarkan segmen penghuni: 
"rumah kos seperti kami yang mayoritas penghuninya mahasiswa seharusnya tidak disamakan dengan hotel atau guest house." (20C)
BG melihat dari kondisi usaha: 
"kondisi usaha kos berbeda-beda... Jadi menurut saya perlu ada pertimbangan kondisi usaha sebelum dikenakan pajak yang sama." (6F)
Mereka menolak penyamarataan karena tidak sesuai dengan kondisi kos dan pengalaman mereka.
Meski demikian, terdapat pula sikap positif yang bersyarat, yang mengakui pajak sebagai kewajiban kewajiban yang diatur oleh negara. 
BG menyatakan: 
"Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi pada dasarnya itu hal yang wajar, selama aturannya jelas dan adil." (10F)
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sikap positif hanya mungkin dibangun atas dasar keadilan dan kejelasan.
b) Norma Subjektif (Subjective Norms): Lemahnya Tekanan Sosial dan Pandangan yang Cenderung Menolak
Tekanan sosial dari lingkungan sekitar ternyata tidak menjadi faktor penguat yang signifikan bagi niat patuh.
· Ketiadaan Pembahasan di Lingkungan: Mayoritas informan menyatakan tidak ada pembahasan bersama tentang hal ini di lingkungan mereka. 
IB menyatakan: 
"lingkungan sekitar juga tidak tau... jadi saya juga tidak tau pandangan di lingkungan ini." (12B)

BP7 mengonfirmasi: 
 "sepertinya tidak ada tekanan atau penolakan secara khusus. Lingkungannya biasa saja." (12D)
Pemahaman yang berlaku adalah "ketidaktahuan bersama".
· Pandangan yang lebih banyak muncul di antara sesama pemilik kos: Meskipun informan terbatas, dalam pembicaraan antar sesama pemilik kos, sikap penolakan lebih sering muncul.. 
IS mengamati: 
"dari pengalaman yang saya terima, banyak yang sebenarnya tidak mau bayar karena merasa itu menambah beban. Banyak betul yang mengeluhkan." (12H)
Keluarga inti justru sering menjadi penguat sikap negatif, seperti diungkapkan 
BA: 
"dari keluarga mereka bilang membebankan apalagi dari istri saya." (12A)
Kalangan Pelaku usaha kos memberatkan peraturan ini, sesuai yang dikatakan IK dan BR1


IK:
”Dari obrolan dengan pemilik kos lain, banyak yang merasa keberatan”. (12C)
BR1:
”Di lingkungan sekitar sini… Beberapa ada tekanan sosial atau penolakan.” (12E)
Dengan demikian, tidak terdapat pembentukan sosial yang mendorong kepatuhan.
c) Tingkat Kemampuan yang Dirasakan (Perceived Behavioural Control): Hambatan Administratif dan Prasyarat Kemampuan
Persepsi terhadap kemampuan melaksanakan kewajiban diwarnai oleh kekhawatiran akan kerumitan dan ketergantungan pada kondisi usaha.
· Hambatan Administratif dari ketidakmampuan: 
Kekhawatiran akan prosedur yang rumit sangat menonjol. 
BR1 mengungkapkan kebingungan masa lalu: 
"kalau pengalaman saya dulu saya bayarnya agak bingung... untuk pelaporan pajak itu dulu saya bingung." (14E)
IS menginginkan simplifikasi: 
"Saya bisa, tapi maunya jangan terlalu rumit. Lebih baik sistemnya sederhana." (14H)
Ketidaktahuan mekanisme menjadi sumber kecemasan, seperti diungkapkan IBK: 
"karena belum pernah ada penjelasan khusus, jadi masih belum paham alurnya." (14G)
· Kemampuan finansial yang bergantung pada stabilitas hunian: Kemampuan membayar dianggap sangat terkait dengan kepastian pendapatan. Pemilik dengan hunian stabil (IB, BR1, IS) merasa lebih mampu. Sebaliknya, pemilik dengan hunian fluktuatif (BA, IK) mengusulkan penyesuaian berbasis realitas. 
BA mengusulkan prinsip proporsional: 
"sesuai dengan penghuni kamar kosnya... Kalau kamar penuh, bayar sesuai aturannya. Kalau kosong jangan penuh bayarnya." (16A)
IK menghubungkannya langsung dengan kondisi usaha: 
"kemampuan membayar sangat tergantung pada kondisi hunian kos, apakah penuh atau sepi." (14C)
· Pandangan tentang Mekanisme Ideal: Antara Self-Assessment dan Withholding. Terdapat perbedaan visi tentang sistem ideal. BA dan BG cenderung ke self-assessment yang dipandu: 
"Idealnya kita yang datang dan bayar ke kantor pajak." (8A)
”sebaiknya pemilik usaha kos sendiri yang pergi ke tempat pajak untuk membayar” (8F)
Sementara BP7 mengusulkan model withholding: 
"lebih baik jika sistemnya seperti pembayaran air atau listrik, di mana petugas datang untuk melakukan pengecekan." (8D)
d) Niat dan Perilaku Kepatuhan: Dari Niat yang Lemah ke Tindakan yang Jarang Terjadi
Berdasarkan analisis tiga faktor sebelumnya, niat untuk patuh pada sebagian besar informan tergolong rendah atau bahkan tidak ada. Kondisi ini dipengaruhi oleh sikap yang cenderung negatif, lingkungan yang tidak mendorong kepatuhan, serta pandangan bahwa kemampuan untuk patuh masih rendah, Bahkan dari informan BA dengan tegas menyatakan niat menolak
"saya juga ndk mau bayar." (6A)
Perilaku kepatuhan yang nyata hanya ditunjukkan oleh IS, di mana niatnya didorong oleh sikap pribadi yang kuat dan tingkat kemampuan yang tinggi. Sementara itu, IK menunjukkan niat yang bersyarat, yang bergantung pada kemampuan yang dimilikinya.
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Persepsi informan terhadap pemerintah sangat kritis dan menunjuk pada fenomena ketidakhadiran (absence) dan inkonsistensi.
1. Pengalaman Minimnya Sosialisasi:
Mayoritas informan merasa bahwa pemerintah belum hadir secara aktif dalam memberikan edukasi atau penjelasan terkait pajak rumah kos.: Bagi mayoritas, pemerintah tidak hadir dalam fungsi edukatifnya. 
IB menyatakan: 
"Selama ini kami belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai pajak rumah kos." (18B)
BP7 dan IBK mengonfirmasi pengalaman serupa. Pemerintah, dalam konteks ini, adalah pemerintah yang jarang hadir.
2. Pengalaman Sosialisasi yang Tidak Menyeluruh dan Tidak Merata: 
Beberapa informan yang pernah menerima informasi menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh dan hanya menyasar sebagian pemilik usaha.. 
BA memandang kondisi ini sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil, karena tidak semua usaha rumah kos mendapatkan perlakuan yang sama:: 
"saya liat petugas ini hanya sekedar datang tapi tidak melihat semua kos kosan... Harusnya kalau memang dipajak, semuanya merata." (18A)
IK menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah baru sebatas survei, tanpa adanya penjelasan lanjutan terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.
3. Ingatan akan Interaksi yang Hilang-Timbul: Pengalaman tentang kebijakan yang tidak konsisten membentuk pandangan tentang pemerintah yang tidak serius. 
BR1 berkata: 
"Selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada sosialisasi lagi... Biasanya pemerintah datang hanya ketika mereka butuh dana." (18E)
4. Harapan terhadap Pola Hubungan yang Lebih Terbuka dan Adil: 
Para informan berharap adanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan pemilik usaha rumah kos, yang melibatkan komunikasi dua arah dan perlakuan yang adil
a) Sosialisasi melalui Komunitas: Mayoritas menginginkan forum kolektif di tingkat RT/Kelurahan. 
IB menyarankan: 
"sosialisasi sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, misalnya melalui pertemuan di tingkat RT." (20B)
b) Transparansi dan Kejelasan Prosedur: 
IBK mengharapkan penjelasan komprehensif: 
"Jangan nanti tiba-tiba diminta bayar tapi kami tidak tahu dasarnya apa... dijelaskan pelan-pelan, cara hitungnya bagaimana dan bayarnya ke mana." (8G)
c) Pendataan yang Komprehensif sebagai Prasyarat Keadilan: 
BA dan IBK menekankan bahwa keadilan harus dimulai dari pendataan yang menyeluruh dan merata.
Temuan Kunci: Kegagalan pemerintah dalam membangun interaksi sosial yang bermakna, konsisten, dan adil merupakan akar dari persepsi negatif, yang kemudian menjadi fondasi bagi rendahnya pemahaman dan lemahnya niat untuk patuh.
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Temuan penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan, tetapi melalui pendekatan fenomenologi juga mampu menjelaskan cara pandang dan makna utama yang dibentuk dari pengalaman para pemilik usaha rumah kos. Temuan ini sekaligus memperkuat dan memperdalam pemahaman terhadap teori serta hasil penelitian sebelumnya.
1. Konfirmasi dan Pendalaman Temuan Penelitian Terdahulu
Temuan mengenai rendahnya pemahaman dan adanya rasa ketidakadilan sebagaimana diungkapkan oleh Satrio et al. (2022) serta Rustam, Rasulong, et al. (2021) diperkuat oleh hasil penelitian ini berdasarkan data lapangan yang sesuai dengan kondisi di Samarinda. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menjelaskan cara informan memaknai rendahnya pemahaman tersebut, yang muncul akibat tidak adanya informasi yang memadai dari pemerintah, serta menunjukkan dua sisi pengalaman ketidakadilan, yaitu penerapan yang tidak merata dan tidak adanya manfaat yang dirasakan secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan dari sisi metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk menggali pengalaman subjektif pemilik usaha secara lebih mendalam, sejalan dengan penelitian Prayanthi et al. (2022) dan Yahya et al. (2024) dalam konteks yang berbeda.
2. Pendekatan Fenomenologi terhadap Theory of Planned Behavior dalam Pengalaman Informan
Analisis ini berhasil menerapkan Theory of Planned Behavior (TPB) bukan sebagai kerangka yang terlalu baku, melainkan sebagai cara untuk memahami proses terbentuknya niat berdasarkan pengalaman hidup (lebenswelt) yang spesifik. Temuan menunjukkan bahwa dalam konteks usaha mikro seperti rumah kos, sikap yang dibentuk oleh persepsi ketidakadilan dan hubungan yang kurang baik dengan pemerintah menjadi faktor yang jauh lebih berpengaruh dibandingkan norma subjektif. Sementara itu, rendahnya kontrol perilaku yang dirasakan, yang muncul akibat kerumitan yang dipersepsikan dan kurangnya pengetahuan, lebih mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan, bukan semata-mata berasal dari karakter individu. Hal ini memperkuat pandangan Mardiasmo (2019) bahwa pemahaman dan persepsi positif merupakan kunci kepatuhan, sekaligus menunjukkan bahwa kedua hal tersebut terbentuk melalui hubungan kelembagaan antara wajib pajak dan pemerintah, bukan hanya dari kesadaran pribadi.
3. Memahami Cara Pandang Pemilik Kos: Realitas Hidup yang Mempengaruhi Sikap terhadap Pajak
Melalui karakteristik fenomenologi, penelitian ini mencapai tingkat analisis esensial:
· Deskripsi dan Reduksi: Data kutipan yang kaya memungkinkan deskripsi fenomena "sebagaimana adanya". Proses reduksi dilakukan dengan menyaring berbagai pernyataan menjadi tema inti seperti "ketidakadilan", "beban", dan "ketidakhadiran pemerintah", dengan berusaha melakukan bracketing terhadap asumsi pribadi peneliti.
· Intensionalitas: Analisis secara konsisten menunjukkan korelasi antara noema (objek: peraturan pajak, tindakan petugas, fasilitas publik) dan noesis (kesadaran: ketidakadilan, beban, ketidakpedulian). Misalnya, pengalaman banjir (noema) diinterpretasikan sebagai bukti tidak adanya timbal balik dari pemerintah (noesis), yang membentuk sikap menolak.
· Esensi: Penelitian ini berhasil mengungkap makna-makna esensial dari pengalaman mereka, yaitu: 
a) usaha kos sebagai sumber penghidupan dan jaminan masa depan, bukan sekadar bisnis; 
b) kewajiban pajak dipandang sebagai beban tambahan yang mengurangi penghasilan pemilik kos yang sudah tidak stabil
c) sosialisasi yang tidak ada sebagai bentuk nyata ketidakpedulian dan ketidaksungguhan daerah.
4. Dampak terhadap Sistem Pemungutan Pajak dan Kesenjangan antara Aturan dan Pelaksanaan
Temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem self-assessment yang diatur dalam UU HPP dan dijelaskan oleh Tantry DSA (2024) dengan kondisi wajib pajak usaha mikro yang memiliki keterbatasan kapasitas. Sistem yang menuntut inisiatif, pemahaman teknis, dan kepatuhan sukarela tidak berjalan efektif ketika dihadapkan pada realitas kehidupan sehari-hari para pemilik usaha rumah kos. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian sistem ke arah yang lebih partisipatif, disertai pendampingan, dan sesuai dengan kondisi lapangan, sebagaimana diharapkan oleh para informan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan secara nyata adanya kesenjangan yang cukup lebar antara aturan yang tertulis (Perda No. 9 Tahun 2019) dan pelaksanaannya di lapangan, di mana peraturan tersebut belum berjalan efektif karena tidak didukung oleh upaya yang serius untuk memperkenalkannya dan menerapkannya dalam kesadaran serta praktik para wajib pajak.
5. Kontribusi pada Kebijakan: Mengatasi Penyamarataan dengan Mengakui Perbedaan
Temuan mengenai beragamnya usaha rumah kos, baik dari ukuran usaha, fasilitas, maupun jenis penyewa, serta adanya penolakan terhadap penggolongan yang disamaratakan, memberikan masukan penting bagi perbaikan kebijakan. Usulan informan mengenai pengelompokan ulang berdasarkan kriteria yang lebih relevan, seperti tingkat hunian, fasilitas, dan harga sewa, tidak hanya merupakan harapan yang bersifat praktis, tetapi juga menjadi kritik terhadap pola penyamarataan dalam kebijakan publik. Kebijakan yang adil dan efektif perlu dimulai dengan mengakui perbedaan kondisi para pelaku usaha yang diaturnya.
6. Tinjauan Metodologis: Kelebihan Pendekatan Fenomenologi dalam Mengungkap Realitas Sosial-Pajak
Penelitian ini membuktikan kekuatan pendekatan fenomenologi kualitatif, seperti yang digunakan Prayanthi et al. (2022), dalam membuka "kotak hitam" kepatuhan pajak. Metode ini mampu menangkap nuansa, makna, dan logika internal di balik perilaku yang seringkali hanya dikuantifikasi sebagai "patuh" atau "tidak patuh". Untuk memahami kepatuhan di sektor usaha kos, memahami pengalaman hidup dan cara berpikir pelakunya adalah suatu keharusan.
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PENUTUP
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Setelah menganalisis data dari wawancara dengan delapan pemilik usaha rumah kos mengenai "Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Kepatuhan Pajak Hotel di Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda", dapat disimpulkan bahwa: Tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak hotel di kalangan pemilik rumah kos sangat rendah. Informan (Tiga dari delapan) tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mewajibkan rumah kos dengan lebih dari 10 kamar untuk membayar Pajak Hotel. Hanya dua informan yang memahami dan mematuhi kewajiban ini, dua yang memahami membayar secara konsisten berdasarkan kesadaran pribadi. Dan tiga lainnya hanya sekedar mengetahui itupun hanya mendengar tetapi tidak tau isi dalam peraturannya dan tidak patuh karena mendapat informasinya sangat lama, beberapa tahun yang lalu dan  Rendahnya pemahaman ini berakar dari ketiadaan sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Faktor utama yang menghambat kepatuhan pajak adalah persepsi ketidakadilan dan beban usaha. 


Berdasarkan analisis Theory of Planned Behavior, sikap negatif (attitude) informan terbentuk karena mereka memandang pajak sebagai: 
1. beban tambahan di tengah ketidakpastian penghasilan; 
2. ketidakadilan, karena penerapannya dinilai tidak merata dan tidak diiringi perbaikan fasilitas publik (seperti drainase yang buruk menyebabkan banjir dan fasilitas tempat sampah yang kurang memadai); dan 
3. Penggolongan yang tidak tepat, karena menyamakan rumah kos sederhana untuk mahasiswa dengan hotel komersial. Di samping itu, kontrol perilaku (perceived behavioural control) yang rendah akibat kerumitan prosedur dan ketidaktahuan mekanisme, serta lemahnya tekanan sosial (subjective norms) untuk patuh, semakin memperkuat niat untuk tidak mematuhi kewajiban pajak. 
Pemerintah daerah dianggap gagal dalam menjalankan fungsi sosialisasi. Para pemilik usaha menilai bahwa pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan yang memadai tentang kewajiban pajak rumah kos. Sosialisasi yang pernah ada bersifat tidak merata, sepintas, dan tidak berkelanjutan. Mereka mengharapkan model sosialisasi yang partisipatif, melalui forum RT/Kelurahan, dengan penjelasan yang transparan dan didahului pendataan yang komprehensif. 
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Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut saran yang dapat disampaikan: Bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda (BAPENDA): Sebaiknya melaksanakan sosialisasi dan pendataan yang komprehensif. Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang seluruh rumah kos di wilayahnya, kemudian menyelenggarakan sosialisasi secara aktif dan berulang melalui pertemuan di tingkat RT/RW dan Kelurahan. Sosialisasi harus menjelaskan dengan jelas dasar hukum, cara perhitungan, mekanisme pembayaran, serta manfaat pajak bagi pembangunan fasilitas publik di daerah tersebut. Menyederhanakan prosedur dan memberikan pendampingan. Mengingat mayoritas pelaku usaha adalah UMKM dengan kemampuan administratif terbatas, pemerintah perlu menyiapkan prosedur yang sederhana, formulir yang mudah diisi, serta menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengisian SPT. Mengkaji ulang kebijakan untuk meningkatkan keadilan. Pemerintah dapat mempertimbangkan usulan pemilik kos untuk menyesuaikan besaran pajak dengan tingkat hunian atau membuat pengelompokan tarif berdasarkan fasilitas dan skala usaha, agar tercipta rasa keadilan dan meningkatkan kesediaan untuk membayar pajak. Bagi Pemilik Usaha Rumah Kos: Berinisiatif mencari informasi yang benar. Meski sosialisasi dari pemerintah minim, pemilik usaha dapat proaktif menanyakan dan mempelajari kewajiban perpajakan usahanya ke kantor Dinas Pendapatan Daerah atau melalui saluran informasi resmi lainnya. Membangun komunikasi kolektif dengan sesama pelaku usaha. Membentuk kelompok atau forum komunikasi dapat menjadi sarana berbagi informasi dan menyampaikan aspirasi bersama kepada pemerintah secara lebih efektif. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian dengan metode kuantitatif dapat dilakukan untuk menguji dan menggeneralisasi temuan ini dengan sampel yang lebih luas, misalnya mengukur seberapa kuat pengaruh faktor sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat kepatuhan pajak. Penelitian kebijakan yang bersifat perbandingan dapat mengkaji model pemungutan pajak rumah kos di daerah lain yang dianggap lebih berhasil, untuk dijadikan pembelajaran bagi Kota Samarinda. Penelitian dengan fokus pada efektivitas model sosialisasi yang berbeda (misalnya media sosial, pendekatan komunitas, atau pendampingan langsung) dapat dikembangkan untuk menemukan cara terbaik dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada pelaku usaha mikro. 
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 
1. Penelitian ini dibatasi dengan kerahasiaan identitas dari informan, sehingga dalam pembahasannya banyak informasi yang tidak disampaikan secara mendetail demi menjaga kode etik dan kerahasiaan informan.
2. Metode Pengumpulan Data: Data utama berasal dari wawancara mendalam yang sangat bergantung pada ingatan dan kejujuran subjektif informan. Tidak ada verifikasi silang dengan dokumen administratif (seperti bukti pembayaran pajak atau SPT) karena fokus penelitian adalah pada persepsi dan pengalaman. 
3. Keterbatasan Informan: Peneliti mendatangi sekitar 20 pemilik kos namun hanya dapat 8 informan, dikarenakan hal ini sensitif sehingga banyak yang menolak, seperti di perjuangan 1 mereka bilang saya dari bapenda, di pramuka 13 mereka bilang ketemu saya minggu depan hari senin karena pemilik usaha tidak mood, dan peneliti datang hari senin, pemilik kos berkata kalau dia tidak ada buat janji dan peneliti ditolak
4. Keterbatasan Waktu dan Akses: Proses wawancara terkadang mendapat gangguan dari aktivitas usaha informan atau interupsi lain seperti istri informan (1) yang datang untuk menanykan hal lain atau suami informan (2) menanyakan siapa yang datang dan wawancara sehingga ada gangguan yang tidak di prediksi, dan waktu yang terbatas, beberapa infoeman ada yang memiliki kegiatan lain saat sebelum di interview, sehingga waktu wawancaranya terbatas, yang mungkin mempengaruhi kedalaman dan kelancaran penggalian informasi. 
5. Keterbatasan Perspektif Peneliti: Sebagai seorang peneliti, interpretasi terhadap data tidak dapat sepenuhnya terlepas dari subjektivitas. Meski telah berusaha melakukan bracketing (menanggalkan asumsi) dan triangulasi sumber, tetap ada kemungkinan bias dalam analisis.
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Lampiran 1. Interview Guide

Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan selama proses wawancara dengan harapan informasi yang dibutuhkan dapat tergali sesuai dengan materi penelitian untuk para informan diantaranya akan dituliskan di bawah ini.  
1. Bisakah Bapak/Ibu menceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya.
2. Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang Bapak/Ibu pahami harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang ketentuan ini?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?
5. Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian Bapak/Ibu? Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?
6. Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?
7. Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana Bapak/Ibu merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?
8. Dari sisi keuangan, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi Bapak/Ibu dalam mengantisipasinya?
9. Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman Bapak/Ibu?
10. Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah menurut Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?
11. Jika Bapak/Ibu diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?
12. Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha?

[bookmark: _Toc221721144]Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Informan 1)
	No. Wawancara
	:
	1

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 1 (BA)

	Jenis Kelamin
	:
	Pria

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Jumat/ 5 Desember 2025

	Waktu
	:
	13:06

	Lokasi
	:
	Tempat Kos (Jalan Alam Segar 3)

	Kode
	:
	A



	No
	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Bisa om ceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya.

	2
	BA
	:
	Awalnya rumah ini dibangun bukan khusus untuk kos. Waktu itu ada saran keluarga sepupu untuk membuat bangunan dua lantai supaya bisa disewakan. Dari situ akhirnya diputuskan dijadikan rumah kos. Tujuannya untuk menambah penghasilan sehari-hari. Awalnya tarif kamar sekitar Rp600.000 per bulan. Sekitar 4 tahun kemudian naik menjadi Rp650.000 untuk menyesuaikan biaya listrik, air, dan kebutuhan lainnya, termasuk PBB dan Jumlah kamar ada 12. Tingkat hunian tidak menentu, kadang terisi 9 kamar, kadang 8, bahkan bisa kosong beberapa kamar selama satu sampai dua bulan. Kalau penghuni keluar, kadang lama terisinya lagi.

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang om pahami dan harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	BA
	:
	Yang pasti PBB. Dulu pernah juga ada pajak rumah kos selama sekitar 2-3 tahun lalu di informasikan. Tapi dua tahun terakhir ini tidak ada lagi pemungutan pajak kos. Pernah mau bayar, tapi tidak ada pemberitahuan lagi dari pendapatan daerah.

	5
	MGP
	:
	Apakah om mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman om tentang ketentuan ini?

	6
	BA
	:
	Memang dulu sempat di informasikan pajak kos itu, tapi saya juga ndk mau bayar. Katanya nanti kalau ada kebijakan baru atau yang lain, baru diberitahu lagi. Jadi sekarang belum ada bayar pajak itu.

	7
	MGP
	:
	Menurut om, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?

	8
	BA
	:
	Idealnya kita yang datang dan bayar ke kantor pajak, bukan petugas datang nagih ke sini. Ada kantornya sendiri untuk pembayaran pajak, baru kita yang kesana.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian om Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	BA
	:
	Sebenarnya itu memberatkan ya jadinya membebankan, karena penghasilan kos tidak menentu. Kadang penuh, kadang kosong. Kita juga sudah bayar PBB. Jadi menurut saya pajak kos itu kurang bagus.

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	BA
	:
	dari keluarga mereka bilang membebankan apalagi dari istri saya, sebenarnya pajak kos itu membebankan pas di informasikan pajak kos itu, dan saya juga ndk mau bayar karena di lingkungan sini juga pajak ini beban, saya juga ndk bayar

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana om merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	BA
	:
	sebenarnya kalau memang itu aturan dari pemerintah, ya mau ndk mau kita ikuti saja dari admistrasinya dan lain lain. Kita tidak bisa menolak. Selama diberi arahan, kita bayar sesuai kemampuan tapi harus adil sesuai dengan orang kosnya jadi kalau diatas 10 kamar jangan patokannya begitu tapi sesuai sama penghuni kosnya.

	15
	MGP
	:
	Dari sisi keuangan, jika om bayar, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi om dalam mengantisipasinya?

	16
	BA
	:
	kalau memang saya bayar ya, ya saya sesuaikan dengan biaya kehidupan dan Kita jalani saja apa adanya. Tidak ada strategi khusus. Tapi sesuai dengan penghuni kamar kosnya, kalau sedikit juga penghuninya baru bayarnya penuh juga, kitanya yang capek, harus bayar listrik, air dan pbb ya sesuaikan,  Kalau kamar penuh, bayar sesuai aturannya. Kalau kosong jangan penuh bayarnya

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman om?

	18
	BA
	:
	sosialisasi yang saya alami petugas datang survei. Tapi menurut saya tidak merata, saya liat petugas ini hanya sekedar datang tapi tidak melihat semua kos kosan. Ada kos yang dipajak, ada yang tidak. Harusnya kalau memang dipajak, semuanya merata. Jadi harus adil. Itu mengapa saya malas membayar, karena tidak adil dan tidak merata. Jadi menurut saya bagus petugas datang survei, tapi memang harus survei bukan Cuma sekedar datang memberi tau peraturan lalu pergi, tapi memang survei, tanya tetangganya terkait kos di sekitar, agar tau dan adil, memang capek tapi itu supaya adil

	19
	MGP
	:
	Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah menurut om untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	BA
	:
	Sebenarnya menurut saya pajak kos tidak perlu lagi, cukup PBB saja. Tapi kalau memang ada aturan, harus diterapkan merata ke semua. Dan menurut pengalaman saya, datang survei sudah pas tapi harus merata

	21
	MGP
	:
	Jika om diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	BA
	:
	Kalau bisa dibebaskan. Kalau tidak, tarifnya diturunkan. Atau di sesuaikan tarif pajaknya sama jumlah penghuni yang ada. Sisitem survei nya juga di perdalam jangan Cuma datang memeberi informasi dan selesai tapi bertanya kepada pemilik kos lain cari informasi yang ingin di datangi kos nya lalu datangi kosnya.

	23
	MGP
	:
	Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin om sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan om sebagai pelaku usaha?

	24
	BA
	:
	pendataan atau survey nya yang betul dan setara sama sesuaikan aja pajak nya, jangan 12 tapi penghuninya yang isi cuma 9 orang jadinya makin membebankan



[bookmark: _Toc221721145]Lampiran 3. Transkrip Wawancara (Informan 2)
	No. Wawancara
	:
	1

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 2 (IB)

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Senin/ 8 Desember 2025

	Waktu
	:
	14:37

	Lokasi
	:
	Tempat Rumah (Jalan Perjungan 4)

	Kode
	:
	B
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	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Bisa tante ceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya..

	2
	IB
	:
	Usaha rumah kos ini kami rencanakan sejak suami saya masih aktif bekerja di salah satu perusahaan di Muara Badak. Sebelum masa pensiun, kami ingin memiliki usaha yang bisa menjadi sumber penghasilan tetap. Puji Tuhan, rumah kos ini sudah selesai dibangun sebelum suami saya pensiun. Saat ini kami sudah pensiun dan rumah kos ini menjadi sumber pemasukan utama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 22 kamar. Sama selama ini tingkat hunian cukup stabil. Rata-rata kamar yang terisi sekitar 19 sampai 21 kamar setiap bulan. Jika ada kamar kosong, biasanya hanya sebentar karena penghuni keluar langsung digantikan penghuni baru. Pengecualian terjadi pada masa pandemi Covid-19, saat itu sempat ada sekitar 7 kamar yang kosong..

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang tante pahami dan harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	IB
	:
	Selama ini yang kami ketahui dan bayarkan setiap tahun hanya Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk pajak rumah kos sendiri, kami belum pernah mendapatkan informasi atau pemberitahuan secara langsung.

	5
	MGP
	:
	Apakah tante mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman tante tentang ketentuan ini?

	6
	IB
	:
	Sejujurnya, sampai sekarang kami belum pernah mendapatkan informasi mengenai peraturan tersebut. Tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah kepada kami terkait aturan pajak rumah kos.

	7
	MGP
	:
	Menurut tante, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?

	8
	IB
	:
	Menurut saya, kewajiban pajak memang menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Namun, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memberikan penjelasan yang jelas mengenai aturan dan mekanisme pemungutannya. Selama ini kami belum pernah mendapatkan penjelasan tersebut.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian tante Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	IB
	:
	Kalau memang itu sudah menjadi peraturan pemerintah, mau tidak mau harus diikuti. Kami tidak bisa menolak dan tidak papa itu wajar. Namun, perlu dipertimbangkan juga bahwa kami sudah membayar PBB setiap tahun.

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	IB
	:
	Dari saya sendiri tidak tau peraturan ini, dan sosialisasi di daerah ini juga ndk ada, jadi lingkungan sekitar juga tidak tau terkait peraturan ini, jadi saya juga tidak tau pandangan di lingkumgan ini

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana tante merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	IB
	:
	Saya rasa akan lebih baik jika kami datang langsung ke kantor pajak untuk mendapatkan penjelasan. Dengan begitu, besaran pajak dan tata cara pembayarannya bisa lebih jelas, dari adimin dan lain lainnya, terutama jika ada pajak selain PBB.

	15
	MGP
	:
	Dari sisi keuangan, jika tante bayar, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi om dalam mengantisipasinya?

	16
	IB
	:
	Kami tidak memiliki strategi khusus untuk mengantisipasi dampaknya. Jika pajak tersebut diwajibkan, maka harus diterima dan dijalankan sesuai peraturan pemerintah.

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman tante?

	18
	IB
	:
	Selama ini kami belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai pajak rumah kos. Jadi kami belum bisa menilai efektivitasnya karena memang belum pernah ada.

	19
	MGP
	:
	Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah menurut tante untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	IB
	:
	Menurut saya, sosialisasi sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, misalnya melalui pertemuan di tingkat RT. Dengan begitu, semua pemilik kos bisa mendapatkan informasi yang sama dan jelas.

	21
	MGP
	:
	Jika tante diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	IB
	:
	Kalau memang pajak rumah kos diterapkan, sebaiknya tarifnya tidak terlalu besar agar tidak memberatkan pemilik usaha. Selain itu, sosialisasi secara terbuka dan bersama-sama akan lebih baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

	23
	MGP
	:
	Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin tante sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan tante sebagai pelaku usaha?

	24
	IB
	:
	Kalau memang mau di terapkan, sosalisasinya dilakukan dengan baik, supaya pelaku usaha kos juga menerima atau tau dengan baik, dan bisa ikuti peraturan yang ada, dan pajaknya juga jangan besar



[bookmark: _Toc221721146]Lampiran 4. Transkrip Wawancara (Informan 3)
	No. Wawancara
	:
	3

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 3 (IK)

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Jumat/ 19 Desember 2025

	Waktu
	:
	16:42

	Lokasi
	:
	Tempat Rumah (Jalan Kastury)

	Kode
	:
	C



	No
	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Bisakah Ibu menceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya.

	2
	IK
	:
	Usaha kos-kosan ini berdiri di atas tanah milik orang tua saya. Awalnya di lokasi ini merupakan rumah tinggal, lalu ada sisa lahan di samping rumah yang kemudian kami manfaatkan untuk membangun kos-kosan. Di wilayah ini memang pasarnya banyak kos-kosan dan guest house, sehingga sejak lama kami sudah merencanakan membangun usaha kos. Akhirnya pada tahun 2011 berdirilah Kos Yusmar. Untuk jumlah kamar reguler ada 12 kamar dan kamar VIP ada 2 kamar, jadi total keseluruhan 14 kamar. Penghuninya kalau masa perkuliahan biasanya penuh. Namun saat banyak mahasiswa wisuda atau libur semester, biasanya ada beberapa yang keluar. Rata-rata kamar yang terisi sekitar 11 sampai 13 kamar.

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang Ibu pahami harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	IK
	:
	PBB pasti kami bayar setiap tahun. Selain itu, kami juga melengkapi izin usaha. Dulu ada izin seperti SIUP, sekarang sudah tergabung dengan IMB dan perizinan usaha hunian kos. Jadi dari sisi perizinan dan pajak bangunan kami lengkap.

	5
	MGP
	:
	Apakah Ibu mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman Ibu tentang ketentuan ini?

	6
	IK
	:
	Saya mengetahui peraturan tersebut karena saya bekerja di lingkungan pemerintahan kota, bahkan di Bapenda. Oleh karena itu, sejak awal kami membangun kos, semua perizinan kami lengkapi sesuai aturan yang berlaku.

	7
	MGP
	:
	Menurut Ibu, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?

	8
	IK
	:
	Karena saya juga bekerja di pemerintahan, saya memahami bahwa mekanisme idealnya dihitung berdasarkan luas tanah, bangunan, dan jenis usaha. Pemerintah memiliki perhitungan sendiri di Bapenda untuk usaha hunian seperti kos, hotel, dan lainnya. Namun bagi masyarakat, sering kali pemahaman hanya sebatas bangunan dan luas tanah saja.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian Ibu? Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	IK
	:
	Menurut saya itu sifatnya fifty-fifty. Kalau kondisi kos penuh dan berjalan lancar, membayar pajak tidak menjadi masalah. Namun kalau kos sedang sepi dan tidak penuh, itu yang menjadi beban karena sumber pembayaran pajak kan dari pendapatan kos itu sendiri.

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	IK
	:
	Dari obrolan dengan pemilik kos lain, banyak yang merasa keberatan. Mereka sudah membayar PBB yang nilainya cukup besar, sehingga merasa pajak kos menjadi tambahan beban dan dinilai kurang adil, apalagi lokasi kos kosannya banjir, tidak ada gerakan dari pemerintah untuk memperbaiki.

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana Ibu merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	IK
	:
	Kami sebenarnya taat pajak. Selama ini pajak bangunan kami selalu bayar. Jika memang sudah menjadi Perda, mau tidak mau kami akan bayar. Namun kembali lagi, kemampuan membayar sangat tergantung pada kondisi hunian kos, apakah penuh atau sepi. Dari itu kami bisa

	15
	MGP
	:
	Dari sisi keuangan, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi Ibu dalam mengantisipasinya?

	16
	IK
	:
	Dampaknya cukup terasa. Di sini sering terjadi banjir, sehingga penghuni merasa tidak nyaman dan memilih keluar. Kalau penghuni berkurang, otomatis pemasukan menurun. Untuk mengantisipasi, kami mengurangi pengeluaran seperti listrik, air, dan lebih ketat dalam pengelolaan operasional.

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman Ibu?

	18
	IK
	:
	Sejauh ini baru sebatas survei dari pihak Bapenda. Belum ada penetapan resmi besaran pajak yang harus dibayar. Sosialisasi masih terbatas, sehingga banyak pemilik kos yang belum benar-benar memahami kewajiban pajak tersebut.

	19
	MGP
	:
	Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah menurut Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	IK
	:
	Menurut saya, rumah kos seperti kami yang mayoritas penghuninya mahasiswa seharusnya tidak disamakan dengan hotel atau guest house. Target pasar kami berbeda. Mahasiswa bahkan masih sering menawar harga. Jadi kalau digolongkan sebagai perhotelan, menurut saya kurang tepat. Jadi harus diadakan sosialiasi dari ke rt-rt yang di lingkungannya banyak kos kosan

	21
	MGP
	:
	Jika Ibu diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	IK
	:
	menurut saya dengan kondisi lingkungan ini yang kurang baik karena banjir jadi sebaiknya untuk tarifnya disesuaikan dengan orang yang isi kamar kos dan pun kalau mengikuti dengan peraturan yang ada, fasilitasnya juga di sesuaikan, jadi kami sudah bayar pajak kos tapi lingkungan disini banjir, fasilitasnya tidak mengikuti dengan apa yang dibayar

	23
	MGP
	:
	Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan Ibu sebagai pelaku usaha?

	24
	IK
	:
	Saya tidak keberatan membayar pajak karena itu kewajiban warga negara. Namun saya berharap pemerintah lebih spesifik dalam penggolongan usaha. Jika rumah kos tidak digolongkan sebagai perhotelan, maka tarif pajaknya bisa lebih sesuai dan tidak terlalu memberatkan, terutama bagi usaha kos yang menyasar mahasiswa.




[bookmark: _Toc221721147]Lampiran 5. Transkrip Wawancara (Informan 4)
	No. Wawancara
	:
	4

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 4 (BP7)

	Jenis Kelamin
	:
	Pria

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Sabtu/ 20 Desember 2025

	Waktu
	:
	11:24

	Lokasi
	:
	Tempat Rumah (Jalan Perjuangan 7)

	Kode
	:
	D



	No
	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Pertanyaan pertama, Pak. Bisakah Bapak menceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya.

	2
	BP7
	:
	Usaha kos ini sudah berjalan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Bangunan kos terdiri dari dua lantai. Lantai pertama memiliki sekitar tiga puluh kamar dan lantai kedua juga sekitar tiga puluh kamar, sehingga total keseluruhan kurang lebih enam puluh kamar.
Kalau dirata-ratakan, tingkat hunian sekitar delapan puluh persen. Dari enam puluh kamar, biasanya yang terisi sekitar empat puluh sampai lima puluh kamar.

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang Bapak pahami harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	BP7
	:
	Yang saya tahu selama ini hanya PBB. Mungkin juga ada pajak reklame, tapi karena di sini tidak ada banyak reklame, jadi yang paling jelas hanya PBB saja.

	5
	MGP
	:
	Apakah Bapak mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman Bapak tentang ketentuan ini?

	6
	BP7
	:
	Sejujurnya saya belum mengetahui adanya peraturan tersebut.

	7
	MGP
	:
	jika melihat aturan tadi, Menurut bapak, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?

	8
	BP7
	:
	Karena saya belum terlalu mengetahui isi dan detail peraturannya, Cuma di kasih tau tadi sama masnya jadi saya belum bisa memberikan penilaian secara pasti. Tapi yang saya dengar tadi, saya oke aja. Tapi sekali lagi saya belum ngalamin jadi saya tidak bicara banyak. Menurut saya, akan lebih baik jika sistemnya seperti pembayaran air atau listrik, di mana petugas datang untuk melakukan pengecekan, lalu pemilik kos tinggal membayar sesuai perhitungan yang sudah ditentukan.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian Bapak? Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	BP7
	:
	Kalau dibilang menjadi beban, sebenarnya tidak terlalu. Namun yang sering menjadi kendala itu birokrasi dan proses pengurusan administrasi yang terkadang terasa rumit, mulai dari alur pembayaran sampai prosedur lainnya.

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	BP7
	:
	Kalau di lingkungan sekitar sini, sepertinya tidak ada tekanan atau penolakan secara khusus. Lingkungannya biasa saja, tidak ada pembahasan yang menolak atau mendukung secara terbuka. Mungkin karena beberapa belum tau tentang peraturan ini, termasuk saya.

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana Bapak merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	BP7
	:
	Kalau untuk memenuhi kewajiban administratifnya, saya rasa masih sanggup, selama prosedurnya jelas dan tidak terlalu rumit bagi saya.

	15
	MGP
	:
	Jikalau diterapkan, dari sisi keuangan, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi Bapak dalam mengantisipasinya?

	16
	BP7
	:
	Kalau dampaknya mungkin terasa di awal penerapan. Namun seiring berjalannya waktu, bisa disesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran usaha, terutama dengan melihat persentase keuntungan yang ada.

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman Bapak?

	18
	BP7
	:
	Sejauh ini belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai pajak rumah kos di daerah sini atau saya yang belum dapat informasinya.

	19
	MGP
	:
	Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah menurut Bapak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	BP7
	:
	Menurut saya, akan lebih baik jika ada pembinaan terlebih dahulu, misalnya melalui RT atau lingkungan setempat, lalu dikumpulkan seluruh pemilik kos untuk diberikan penjelasan secara langsung. Yang paling penting adalah pembinaan dan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pembayaran, persentase pajak, serta dokumen apa saja yang perlu disiapkan.

	21
	MGP
	:
	Jika bapak diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	BP7
	:
	Menurut saya, persentase pajaknya perlu disesuaikan. Selain itu, pembayaran pajak tidak harus dilakukan setiap bulan, bisa per enam bulan atau per tahun, karena pendapatan kos tidak selalu stabil setiap bulan, tergantung masa kontrak dan tingkat hunian.

	23
	MGP
	:
	Terakhir, dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan Bapak sebagai pelaku usaha?

	24
	BP7
	:
	Jika peraturan ini memang akan diterapkan, sebaiknya pemerintah melakukan pembinaan terlebih dahulu agar pemilik kos benar-benar memahami mekanisme, persyaratan administrasi, serta alur pembayaran pajak sebelum kewajiban tersebut diberlakukan.



[bookmark: _Toc221721148]Lampiran 6. Transkrip Wawancara (Informan 5)
	No. Wawancara
	:
	5

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 5 (BR1)

	Jenis Kelamin
	:
	Pria

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Sabtu/ 20 Desember 2025

	Waktu
	:
	14:21

	Lokasi
	:
	Tempat Kos (Jalan Perjuangan 1)

	Kode
	:
	E




	No
	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Izin Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bisakah Bapak menceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya.

	2
	BR1
	:
	Jumlah kamar di sini sekitar 50 kamar. Saat ini tarif per kamar sebesar Rp550.000 per bulan. Usaha kos ini mulai dikelola sejak tahun 2013. Awalnya, bangunan ini dibeli oleh pemilik, dan saya dipercaya untuk mengelola semuanya di rumah kos ini sejak saat itu. Rata-rata hampir penuh. Sekitar lima puluh orang menghuni kos ini, jadi bisa dibilang tingkat huniannya cukup tinggi.Kalau dirata-ratakan, tingkat hunian sekitar delapan puluh persen. Dari enam puluh kamar, biasanya yang terisi sekitar empat puluh sampai lima puluh kamar.

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang Bapak pahami harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	BR1
	:
	Dulu pernah ada pajak rumah kos yang dikenakan sekitar tujuh persen. Tapi sekarang pajak tersebut sudah ndk ada lagi. Untuk detailnya saya kurang tahu, karena saya udah lupa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sekarang Cuma PBB

	5
	MGP
	:
	Apakah Bapak mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman Bapak tentang ketentuan ini?

	6
	BR1
	:
	Ya, dulu memang pernah ada sosialisasi dan rapat terkait hal tersebut. Untuk rumah kos dengan jumlah kamar di atas sepuluh memang dikenakan pajak. Namun saat ini sudah tidak ada lagi penerapannya, setahu saya.

	7
	MGP
	:
	Menurut pemahaman Bapak, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?

	8
	BR1
	:
	Menurut saya, Mekanismenya sebaiknya pemerintah datang langsung ke lokasi kos untuk memberikan penjelasan dan pendataan.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian Bapak? Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	BR1
	:
	Menurut saya, pajak tersebut wajar dan tidak menjadi beban. Waktu pajak itu pernah diterapkan beberapa tahun lalu, mungkin 5 atau 4 tahun lalu, memang sempat ada penyesuaian tarif sewa kos, tetapi secara umum masih bisa diterima. Tapi beberapa tahun terakhir udah tidak ada

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	BR1
	:
	Di lingkungan sekitar sini, beberapa mengikuti dan beberapa ndak. Beberapa ada tekanan sosial atau penolakan. Dan beberapa juga ada yang mengikuti aja. Itu semua pengalaman saya yang saya dengar dari pemilik kos yang lain. Dulu memang semua kos dengan jumlah kamar di atas sepuluh dikenakan pajak. Tapi sekarang ndak ada pajak

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak lagi, sejauh mana Bapak merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	BR1
	:
	Kalau pengalaman saya dulu saya bayarnya agak bingung karena saya mungkin sudah tua, jadinya untuk pelaporan pajak itu dulu saya bingung seingat saya, jadi kalau memang ada lagi bikin tempatnya khusus pajak kos dan disebelah khusus pbb seperti di samsat

	15
	MGP
	:
	jika diterapkan kembali, dari sisi keuangan, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi Bapak dalam mengantisipasinya?

	16
	BR1
	:
	Menurut saya, pajak tersebut tidak terlalu berdampak dan tidak menjadi beban. saya hanya menyesuaikan saja dan mengikuti aturan yang ada tapi jelas alurnya.

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman Bapak?

	18
	BR1
	:
	Selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada sosialisasi lagi dari pemerintah. Biasanya pemerintah datang hanya ketika mereka butuh dana atau pajak itu, baru di adakan.

	19
	MGP
	:
	Menurut Bapak, Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	BR1
	:
	Sebaiknya melalui RT terlebih dahulu. Biasanya kalau ada informasi dari pemerintah, memang disampaikan lewat RT sebelum ke pemilik kos. Pemerintah juga seharusnya lebih peduli dan rutin memberikan informasi. Jangan hanya datang saat pajak mau dibutuhkan, baru mau diterapkan. Kalau ada pembinaan sejak awal, pemilik kos pasti lebih paham.

	21
	MGP
	:
	Jika bapak diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	BR1
	:
	Menurut saya, lebih baik pemerintah datang langsung ke lokasi untuk memberikan penjelasan. Atau ke RT dulu biar di informasikan, soalnya orang-orang yang sudah tua, sistem melalui HP atau online kadang sulit dipahami, jadi lebih efektif jika dijelaskan secara langsung.

	23
	MGP
	:
	Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan Bapak sebagai pelaku usaha?

	24
	BR1
	:
	Harapan saya, pemerintah bisa lebih peduli terhadap kami sebagai pengelola dan pemilik kos, tidak hanya datang saat membutuhkan pajak saja.



[bookmark: _Toc221721149]Lampiran 7. Transkrip Wawancara (Informan 6)
	No. Wawancara
	:
	6

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 6 (BG)

	Jenis Kelamin
	:
	Pria

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Sabtu/ 20 Desember 2025

	Waktu
	:
	16:02

	Lokasi
	:
	Tempat Kos (Jalan Perjuangan 1)

	Kode
	:
	F



	[bookmark: _Hlk221202117]No
	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Pertanyaan pertama, Pak. Bisakah Bapak menceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya.

	2
	BG
	:
	Saya dulu seorang pegawai negeri, bekerja sebagai guru. Sejak masih aktif bekerja, saya sudah mempersiapkan usaha untuk masa pensiun dengan menabung sedikit demi sedikit. Awalnya hanya mampu membangun satu kamar, kemudian berkembang menjadi dua kamar, lalu empat kamar, dan terus bertambah secara bertahap. Untuk pembelian tanah, saya menggunakan bantuan pinjaman bank. Pertimbangannya karena harga tanah naik lebih cepat dibandingkan bunga bank. Sedangkan untuk pembangunan kamar kos, saya membangunnya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan. Saat ini jumlah kamar kos yang saya kelola sekitar empat puluh kamar di lokasi ini, dan di lokasi lain juga ada tambahan kamar sehingga total keseluruhan lebih banyak.
Saya menyewakan kamar dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp450.000 per bulan, karena banyak penyewa dari kalangan mahasiswa dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Untuk tingkat hunian, biasanya terisi sekitar tiga puluh lima kamar. Ada beberapa kamar yang kosong karena penghuni sudah lulus atau pindah.

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang Bapak pahami harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	BG
	:
	Sekitar 6 tahun lalu pernah ada pembahasan mengenai pajak rumah kos. Saat itu para pemilik kos dikumpulkan bersama pihak dewan, tetapi kebijakan tersebut belum benar-benar terealisasi sampai sekarang.

	5
	MGP
	:
	Apakah Bapak mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman Bapak tentang ketentuan ini?

	6
	BG
	:
	Saya pernah mendengar pembahasan tentang hal itu. Namun menurut saya, kondisi usaha kos berbeda-beda. Ada kos yang tarifnya tinggi dengan fasilitas lengkap, ada juga seperti milik saya yang tarifnya rendah dan bangunannya sederhana. Jadi menurut saya perlu ada pertimbangan kondisi usaha sebelum dikenakan pajak yang sama.

	7
	MGP
	:
	Menurut Bapak, bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?

	8
	BG
	:
	Mekanisme sebaiknya pemilik usaha kos sendiri yang pergi ke tempat pajak untuk membayar.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian Bapak? Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	BG
	:
	Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi pada dasarnya itu hal yang wajar, selama aturannya jelas dan adil.

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	BG
	:
	Di lingkungan sekitar sini tidak ada penolakan atau tekanan sosial tertentu. Semuanya berjalan biasa saja.

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana Bapak merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	BG
	:
	jika memang membayar, menurut saya, yang saya pikirkan menjadi kendala, biasanya pada pelaporan rutin, misalnya jika harus melapor setiap bulan. Tingkat hunian tidak selalu penuh, jadi kadang menyulitkan dalam perhitungan. Selain itu juga perlu kejujuran dari masing-masing pemilik kos.

	15
	MGP
	:
	Jika. Dari sisi keuangan, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi Bapak dalam mengantisipasinya?

	16
	BG
	:
	Kemungkinan saya akan menyesuaikan tarif sewa, meskipun hanya sedikit, untuk menutupi beban pajak tersebut.

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman Bapak?

	18
	BG
	:
	Saya pernah didatangi petugas dan juga pernah datang sendiri ke kantor terkait urusan tersebut. Menurut saya, bagi pemilik kos yang sudah terdaftar, sebaiknya memang datang langsung ke kantor untuk membayar seperti halnya membayar PBB.

	19
	MGP
	:
	Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah menurut Bapak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	BG
	:
	Pentingnya sosilisai dari pemerintah, untuk meningkatkan pemhaman bagusnya datang ke Rt lalu pendataan. Setelah itu sosialisasi di hari yang memang hari libur, supaya pemilik kos tau tentang pajak kos

	21
	MGP
	:
	Jika bapak diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	BG
	:
	Saya pikir perlu ada pengelompokan. Usaha kos kecil yang hanya memanfaatkan sebagian rumah sebaiknya dibedakan dengan usaha kos besar yang memang murni usaha komersial. Tarif pajak juga sebaiknya disesuaikan dengan skala usaha dan kemampuan pemilik kos.

	23
	MGP
	:
	Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan Bapak sebagai pelaku usaha?

	24
	BG
	:
	Pajak memang perlu, tetapi harus disertai sosialisasi yang jelas dan pengawasan yang adil. Petugas sebaiknya melakukan pengecekan langsung agar data tingkat hunian sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga pajak yang dibayarkan juga adil.





[bookmark: _Toc221721150]Lampiran 8. Transkrip Wawancara (Informan 7)
	No. Wawancara
	:
	7

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 7 (IBK)

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Minggu/ 4 Januari 2026

	Waktu
	:
	15:44

	Lokasi
	:
	Tempat Kos (Gg Kampus Biru, Blok D)

	Kode
	:
	G



	No
	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama, bisakah Ibu menceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya.

	2
	IBK
	:
	Awalnya rumah ini memang dibangun untuk tempat tinggal keluarga, belum ada rencana dijadikan kos. Tapi karena lahannya cukup luas, sekitar 20 x 20 meter, suami saya menyarankan sebagian dijadikan kos. Rumah utamanya sudah jadi dulu, baru sekitar setahun setelah itu kami mulai membangun kamar kos. Saat ini jumlah kamar ada 11. Usaha kos ini berjalan sejak Juni 2024, jadi kurang lebih sudah satu setengah tahun. Untuk tingkat hunian, sejauh ini selalu penuh, jadi 11 kamar terisi semua.

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang Ibu pahami harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	IBK
	:
	Kalau soal pajak selain PBB, saya pribadi masih kurang paham. Biasanya yang mengurus itu suami saya. Untuk bangunan ini sendiri, karena menyatu dengan rumah tinggal, selama ini kami hanya tahu soal PBB rumah saja. Belum ada penjelasan khusus soal pajak kos.

	5
	MGP
	:
	Apakah Ibu mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman Ibu tentang ketentuan ini?

	6
	IBK
	:
	Saya baru tahu dari penjelasan seperti ini. Sebelumnya belum pernah mendapat informasi soal aturan itu.

	7
	MGP
	:
	Baik bu, Menurut Ibu, sebenarnya bagaimana mekanisme pemungutan pajak rumah kos yang ideal?

	8
	IBK
	:
	Karena saya juga belum terlalu paham soal pajak kos ini, sebaiknya memang ada penjelasan dulu dari pemerintah. Jangan nanti tiba-tiba diminta bayar tapi kami tidak tahu dasarnya apa. Mekanisme yang baik itu mungkin disosialisasikan dulu, dijelaskan pelan-pelan, cara hitungnya bagaimana dan bayarnya ke mana. Jadi kami sebagai pemilik kos juga mengerti dan tidak bingung. Kalau memang itu kewajiban, ya kami ikut saja, asalkan jelas penjelasannya.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian ibu? Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	IBK
	:
	Jujur saja terasa jadi beban, apalagi untuk kos kecil seperti kami yang hanya 11 kamar. Tapi kalau memang aturannya jelas dan adil, ya tetap harus dijalankan sebagai kewajiban.

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	IBK
	:
	Sejauh ini belum pernah ada pembahasan khusus di lingkungan sekitar. Dari RT juga belum pernah ada sosialisasi tentang pajak kos.

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana Ibu merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	IBK
	:
	Kalau secara prosedur, mungkin kami bisa datang langsung ke kantor pajak seperti mengurus pajak lainnya. Tapi karena belum pernah ada penjelasan khusus, jadi masih belum paham alurnya.

	15
	MGP
	:
	jika ibu, dari sisi keuangan, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi Ibu dalam mengantisipasinya?

	16
	IBK
	:
	Kalau ada pajak tambahan kaya pajak kos itu, kemungkinan saya akan mempertimbangkan menaikkan harga sewa. Karena biaya operasional pasti bertambah.

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman Ibu?

	18
	IBK
	:
	Belum pernah. Mungkin ada yang sudah tahu sendiri, tapi kami pribadi belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah seperti sosialisasi dan lain.

	19
	MGP
	:
	Menurut Ibu, Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	IBK
	:
	Sebaiknya melalui RT atau kelurahan, lalu dikumpulkan pemilik kos untuk diberikan penjelasan bersama. Jadi informasinya merata.

	21
	MGP
	:
	Jika Ibu diberikan kesempatan memberikan masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	IBK
	:
	cara perhitungan dari jumlah kamar, harus jelas di sesuaikan biar ndk terlalu berat juga buat usaha kos kosan, sebenarnya itu yang penting

	23
	MGP
	:
	Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan Ibu sebagai pelaku usaha?

	24
	IBK
	:
	Menurut saya, aturan harus jelas, pendataan harus merata supaya tidak hanya kos besar saja yang dikenakan pajak sementara yang lain tidak. Kalau aturannya jelas dan semua diperlakukan sama, pemilik kos juga lebih bisa menerima.
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Lampiran 9. Transkrip Wawancara (Informan 8)
	No. Wawancara
	:
	8

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 8 (IS)

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Peneliti
	:
	Mikha Galo Patibong(MGP)

	Tipe Wawancara
	:
	Terstruktur

	Hari/ Tanggal
	:
	Selasa/ 6 Januari 2026

	Waktu
	:
	17:05

	Lokasi
	:
	Tempat Kos (Jl. Alam Segar 3)

	Kode
	:
	H



	No
	Inisial
	
	Transkrip

	1
	MGP
	:
	Bu, bisakah ibu menceritakan bagaimana usaha rumah kos ini dimulai dan berkembang hingga saat ini? Termasuk jumlah kamar, kapasitas hunian, dan rata-rata tingkat hunian per bulannya..

	2
	IS
	:
	Saya mulai usaha kos sejak tahun 1995. Awalnya hanya satu lokasi, lalu berkembang ke beberapa tempat. Sekarang total kamar yang saya miliki sekitar 300 kamar yang tersebar di beberapa titik. Untuk hunian, tapi bangunan yang ini ada 20 kamar, semua bangunan hampir selalu penuh kira kira 19 sampai 20 orang, karena penyewa biasanya datang dari rekomendasi teman ke teman.

	3
	MGP
	:
	Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kewajiban perpajakan apa lagi yang Ibu pahami harus dipenuhi sebagai pengusaha rumah kos?

	4
	IS
	:
	Saya tahu ada kewajiban pajak usaha kos. Selain itu, saya juga merasa punya kewajiban moral seperti berbagi rezeki melalui sedekah, tapi untuk pajak resmi, yang saya tahu itu PBB dan pajak kos.

	5
	MGP
	:
	Apakah Ibu mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur bahwa rumah kos dengan lebih dari 10 kamar termasuk objek Pajak Hotel? Bagaimana pemahaman Ibu tentang ketentuan ini?

	6
	IS
	:
	Iya, saya tahu. Saya sudah lama membayar pajak kos, sekitar 7%, dan dibayarkan secara rutin setiap bulan. Setahu saya, tidak semua pemilik kos membayar, tapi saya memilih patuh.

	7
	MGP
	:
	Menurut Ibu, bagaimana seharusnya mekanisme pemungutan pajak kos yang ideal?

	8
	IS
	:
	Mekanisme sebaiknya dibayarkan setahun sekali dan digabung dengan PBB, jadi tidak terpisah-pisah. Karena pemilik kos sudah membayar PBB cukup besar, jadi akan lebih sederhana kalau digabung.

	9
	MGP
	:
	Jika aturan pajak rumah kos benar-benar diterapkan, apa perasaan dan penilaian Ibu? Apakah dilihat sebagai kewajiban warga negara yang wajar, beban usaha, atau bentuk ketidakadilan?

	10
	IS
	:
	Saya anggap wajar saja. Pajak itu bagian dari kewajiban, sama seperti kita berbagi rezeki. Selama jelas penggunaannya, saya tidak keberatan..

	11
	MGP
	:
	Bagaimana pandangan lingkungan sekitar seperti keluarga, sesama pemilik kos, atau bahkan penghuni terhadap kemungkinan dikenakannya pajak ini? Apakah ada tekanan sosial untuk patuh atau justru sebaliknya?

	12
	IS
	:
	Dari pengalaman yang saya terima, banyak yang sebenarnya tidak mau bayar karena merasa itu menambah beban. Banyak betul yang mengeluhkan. jadi kesadaran pajaknya masih berbeda-beda.

	13
	MGP
	:
	Jika diwajibkan membayar pajak, sejauh mana Ibu merasa mampu memenuhi aspek administratifnya (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan)?

	14
	IS
	:
	Saya bisa, tapi maunya jangan terlalu rumit. Lebih baik sistemnya sederhana, misalnya petugas datang atau tinggal setor sesuai hitungan yang sudah ditetapkan.

	15
	MGP
	:
	Oke bu, dari sisi keuangan, bagaimana dampak kewajiban pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan strategi Ibu dalam mengantisipasinya?

	16
	IS
	:
	Sejauh ini tidak terlalu mengganggu, karena sudah saya perhitungkan sebagai bagian dari biaya usaha. Jadi tinggal dibayar saja, sebenarnya saya menyesuaikan aja

	17
	MGP
	:
	Selama ini, bagaimana efektivitas sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kewajiban perpajakan rumah kos? Metode seperti apa yang paling sesuai menurut pengalaman ibu?

	18
	IS
	:
	selama ini belum pernah ada sosialisasi langsung. Biasanya saya tahu sendiri atau didatangi untuk penagihan saja.

	19
	MGP
	:
	Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah, menurut Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha rumah kos?

	20
	IS
	:
	Harus ada sosialisasi langsung ke pemilik kos, mungkin melalui kelurahan atau RT. Selain itu, sistem pembayaran harus dipermudah dan jelas, jangan sampai kita datangi, ada perhitungan ulang lagi, itu buat lama dan bisa tambah bingung

	21
	MGP
	:
	Jika Ibu boleh memberi masukan, seperti apa model kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ideal, baik dari segi tarif, mekanisme, maupun fasilitas yang diberikan?

	22
	IS
	:
	Kalau bisa, pajak kos digabung saja dengan PBB supaya tidak dobel-dobel. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas umum seperti drainase dan pengelolaan sampah, supaya pemilik kos juga merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan.

	23
	MGP
	:
	Dari semua yang kita bicarakan, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pajak rumah kos, kebijakan pemerintah, atau harapan Ibu sebagai pelaku usaha?

	24
	IS
	:
	Itu tadi, pembayarannya jangan di bikin pusing kalau memang pelaku usaha mau bayar pajak kos, tunjukan juga fasilitas yang diberikan ke kita, seperti yang saya omong tadi pengelola sampah sama drainase, seperti di pramuka aja masih banjir, ndk usah di pramuka, di gang ini aja kalau hujan lama, air di parit naik, jadi banjir, itu yang dipikirkan untuk yang ngekos disini, apalagi mayoritas kos disini anak kuliahan, mereka juga mau kuliah kejebak banjir, jadi akses jalannya susah, itu aja








[bookmark: _Toc221721152]Lampiran 10. Triangulasi Sumber
	No
	Item Pertanyaan
	Informan 1 (BA)
	Informan 2 (IB)
	Informan 3 (IK)
	Informan 4 (BP7)
	Informan 5 (BR1)
	Informan 6 (BG)
	Informan 7 (IBK)
	Informan 8 (IS)
	Interpretasi

	1
	Profil Usaha
	12 kamar, hunian tidak menentu  (8-9 Kamar)
	22 kamar, hunian stabil (19-21 Kamar)
	14 kamar, hunian cukup stabil (11-13 Kamar)
	60 kamar, hunian (40-50 Kamar)
	50 kamar, hunian penuh
(50 Kamar)
	40 kamar, hunian        stabil       (35 Kamar)
	11 kamar, hunian penuh (11 Kamar)
	300 kamar, hunian stabil 
(20 kamar lokasi peneliti) hunian penuh (20 Kamar)
	Usaha berskala kecil-menengah- besar dengan karakteristik berbeda. Hunian bervariasi menjadi faktor penting dalam persepsi pajak.

	2
	Pemahaman Kewajiban Pajak Lain
	Pernah ada pajak kos, sekarang tidak
	Hanya tahu PBB
	Lengkap PBB & izin
	Hanya tahu PBB
	Pernah ada, sekarang tidak
	Pernah dibahas, belum realisasi
	Hanya tahu PBB
	Tahu pajak kos & PBB
	Mayoritas hanya mengenal PBB. Pemahaman tentang pajak kos sangat terbatas atau berdasarkan pengalaman masa lalu.

	3
	Pengetahuan Perda No. 9/2019
	Dulu diinfo, tapi tidak mau bayar
	Tidak tahu sama sekali
	Tahu karena kerja di pemda
	Tidak tahu
	Pernah sosialisasi, sekarang tidak ada
	Pernah dengar
	Belum tahu, baru dengar dari peneliti
	Tahu dan sudah bayar
	3 dari 8 informan tidak tahu. Sosialisasi pemerintah gagal total. Hanya 2 yang paham (karena akses khusus & inisiatif pribadi).

	4
	Mekanisme Ideal
	Pemilik datang ke kantor pajak
	Pemilik datang setelah penjelasan jelas
	Dihitung pemerintah
	Sistem seperti bayar listrik (petugas datang)	
	Pemerintah datang ke lokasi
	Pemilik datang ke kantor pajak
	Sosialisasi dulu, baru bayar
	Gabung dengan PBB, setahun sekali
	Ingin mekanisme yang sederhana, jelas, dan tidak rumit. Ada variasi preferensi antara datang sendiri atau petugas datang.

	5
	Persepsi Pajak
	Memberatkan, beban usaha
	Wajar asal aturan jelas
	Di anggap beban jika kos sepi, fifty-fifty
	agak beban, yang rumit birokrasi
	Wajar, tidak jadi beban
	Wajar asal jelas & adil
	Ter bebani untuk kos kecil
	Wajar, kewajiban warga negara
	Persepsi sebagian negatif. Dipandang sebagai beban atau sesuatu yang wajar dengan banyak syarat (kejelasan, keadilan, kemampuan).

	6
	Pengaruh Lingkungan Sosial
	Keluarga bilang membebankan
	Lingkungan tidak tahu
	Sesama pemilik kos keberatan
	Lingkungan biasa saja
	Ada yang menolak, ada yang ikut
	Tidak ada tekanan
	Belum ada pembahasan di lingkungan
	Banyak yang mengeluh & tidak mau bayar
	Tidak ada dukungan sosial untuk patuh. Lingkungan tidak tahu atau justru menolak. Norma subjektif tidak mendukung kepatuhan.

	7
	Kemampuan Administratif
	Ikuti saja kalau ada arahan
	Mengikut dan akan datang ke kantor pajak
	Mampu, tergantung kondisi hunian
	Sanggup, asal prosedur tidak rumit
	Dulu bingung, butuh tempat khusus
	Kendala jika lapor rutin (huni fluktuatif)
	Bisa datang, tapi belum paham alur
	Bisa, tapi mau sistem sederhana
	Kapasitas administratif terbatas. Kesiapan rendah akibat ketidaktahuan prosedur dan kekhawatiran kerumitan.

	8
	Dampak & Strategi Keuangan
	Sesuaikan dengan biaya hidup
	Tidak ada strategi, terima saja
	Kurangi pengeluaran operasional
	Bisa disesuaikan dengan pemasukan
	Hanya menyesuaikan
	Mungkin naikkan tarif sewa
	Pertimbangkan naikkan harga sewa
	Sudah diperhitungkan sebagai biaya
	Strategi defensif: menaikkan tarif atau menekan biaya. Pajak akan dibebankan ke konsumen.

	9
	Efektivitas Sosialisasi Pemerintah
	Tidak merata, hanya survei sebagian
	Belum pernah dapat sosialisasi
	Baru sebatas survei dari Bapenda
	Belum pernah ada sosialisasi
	Tidak ada lagi, hanya datang saat butuh dana
	Hanya di datangi sekedar informasi, tidak tahu detailnya
	Belum pernah dapat penjelasan
	Belum pernah sosialisasi, hanya penagihan
	Pemerintah dinilai gagal. Sosialisasi tidak ada, tidak merata, atau hanya bersifat survei/penagihan tanpa edukasi.

	10
	Upaya perlu dilakukan pemerintah untuk peningkatan
	Survei harus merata & mendalam
	Sosialisasi bersama lewat RT
	Sosialisasi ke RT-RT
	Pembinaan lewat RT, kumpulkan pemilik
	Sosialisasi lewat RT, jangan hanya saat butuh
	Sosialisasi dengan RT di hari libur
	Sosialisasi melalui RT/Kelurahan
	Sosialisasi langsung dengan kelurahan/RT
	Kesepakatan bersama: butuh forum partisipatif. Sosialisasi harus langsung, bersama, jelas, dan melalui komunitas.

	11
	Model Kebijakan Ideal
	Sesuaikan dengan jumlah penghuni
	Tarif tidak terlalu besar
	Sesuaikan dengan penghuni & fasilitas
	Disesuaika, bayar per 6 bulan/tahun	
	Pemerintah datang langsung
	Pengelompokan berdasarkan skala usaha
	Perhitungan dari jumlah kamar
	Gabung dengan PBB, perbaiki fasilitas
	Kebijakan harus fleksibel & adil. Usulan: sesuaikan tarif dengan kondisi riil, sederhanakan mekanisme, berikan timbal balik.

	12
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